
KIP Masuk Matras, Pemkab Bangka Pasrah?
Masyarakat dan kewenangan wilayah jadi nomor dua….

Viral Pungli di SDN 57, Iwansyah: Itu Hoaks
Kalau nanti terbukti ada pungutan gimana Pak??
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Siswi SMP Nyaris Jadi Korban
Incar Korban Pulang Sekolah, Dibekap Tisu
PAYUNG - Seorang siswi

SMP Negeri 2 Payung Desa
Malik, Kecamatan Payung,
Kabupaten Bangka Selatan,
diduga menjadi korban pen-
culikan oleh dua orang tak
dikenal saat pulang sekolah.

Peristiwa penculikan itu ter-
jadi Selasa (3/12/2019) sekitar
pukul 10.30 WIB di ruas jalan
antara Desa Malik dengan Desa
Pangkal Buluh, Kecamatan
Payung.

Informasi yang berhasil
dihimpun harian ini, korban
warga Desa Pangkal Buluh
pulang sekolah berjalan kaki
sendirian menuju ke rumahnya.

Tiba di ruas jalan antara
Malik- Pangkal Buluh, korban
dihampiri sebuah mobil jenis
minibus dan tiba-tiba dua orang
turun dari mobil menggunakan
penutup wajah mengejar
korban.

Kedua orang tersebut

berhasil merangkul korban dan
membekap wajah serta mulut
korban dengan sebuah tisu yang
diduga obat bius. Beruntung
bersamaan itu ada warga yang
melintas dan kedua lelaki itu
langsung kabur.

Akibat kejadian itu korban
harus menjalani perawatan di
rumah sakit Krio Panting
Payung.

Kepala Desa Malik,
Kecamatan Payung,
Bangka Selatan, Wendi
m e m b e n a r k a m
bahwa telah terjadi
percobaan pen-
culikan terhadap
siswi SMP 2 Pa-
yung Desa Malik,
Selasa (3/12/
2019).

Wendi menga-
takan, korban
adalah inisial AD

KIP Masuk Matras,
Pemkab Bangka Pasrah?

Syahbudin Ngaku Sulit, Itu KP Timah
Harap Masyarakat Bersabar
SUNGAILIAT - Kawasan

wisata Pantai Matras di Keca-
matan Sungailiat, Kabupaten
Bangka, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, tak lama lagi
akan hadir pemandangan
baru. Bukan objek wisata
baru, namun penambangan
pasir timah menggunakan
Kapal Isap Produksi (KIP).

Ironisnya, Pemerintah
Kabupaten Bangka seolah
mulai pasrah terhadap ren-
cana bakal masuknya se-
jumlah kapal isap itu di laut
Matras. Masyarakat Kelu-
rahan Matras yang mayoritas
nelayan pun telah terbelah,
ada pro dan kontra. Beberapa
kali masyarakat melakukan
aksi demo untuk menolak,
namun ada pula kelompok
warga melakukan doa ber-
sama agar diberi keberkahan
jika penambangan jadi
dilakukan.

Terhadap pro dan kontra
penambangan kapal isap ini,
Wakil Bupati Bangka, Syah-
budin hanya meminta masya-
rakat Matras dan sekitarnya
bisa menahan diri dan tidak
melakukan hal yang anarkis.

"Masyarakat bersabar dulu,
jangan melakukan hal yang
anarkis. Selama ini masih bisa
dibicarakan, bisa dinegokan,
kita hindari adanya gesekan-
gesekan yang menjurus
kepada konflik," ungkapnya
kepada wartawan Kamis (5/
12/2019).

Meski demikian, wakil
bupati mengakui sulit untuk
menghentikan aktivitas KIP
di perairan Matras tersebut.
Hal ini karena laut yang hen-
dak ditambang dan diambil
pasir timahnya memang
merupakan kawasan Izin
Usaha Penambangan Operasi
Produksi (IUP OP) milik PT
Timah, Tbk.

"Tidak semudah itu kita
mengatakan di situ bebas
tambang, karena di situ KP
(IUP-red) Timah. Secara
aturannya memang itu KP
Timah, hanya saja di situ juga
ada nelayan yang harus kita
pikirkan juga," tambahnya.

Syahbudin berharap nanti
ada jalan keluar dari PT
Timah selaku pemilik IUP dan
masyarakat setempat yang
b a n y a k

SUNGAILIAT - Sejak awal kepemimpinan
Bupati Bangka, Mulkan, terjadi perekrutan tenaga
kontrak atau honorer secara besar-besaran melalui
proses tertutup di lingkungan Pemkab Bangka,
mendapat sorotan dan kritikan pedas dari anggota
legislatif.

Anggota DPRD Bangka, Magrizan, mengaku sulit
menerima alasan Bupati bahwa rekrutmen tenaga
baru tersebut untuk menurunkan angka kemiskinan
dan pengangguran di Kabupaten Bangka.

Dari data yang didapatinya, pada akhir tahun 2018
kenaikan jumlah honorer meningkat dari 2150
menjadi 2985 tenaga kontrak/honorer. Artinya,
belum genap menjabat 2 tahun, total penambahan
tenaga kontrak atau honorer baru Pemkab Bangka
berjumlah 835 orang.

"Jumlah itu belum termasuk dengan guru dan
tenaga admin sekolah yang

Dewan Sulit Terima
Alasan Mulkan

Penerimaan Honorer Besar-besaran, Tertutup
Sindir Upaya Balas Jasa Barisan Pendukung
Ada 835 Tenaga Kontrak Baru

PANGKALPINANG -
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag)

Pemprov Bangka Belitung
(Babel), menemukan adanya
produk tidak

Perda Kurang Diintensifkan
Disperindag Temukan Produk tak SNI

Di Pangkalpinang,
Banyak Pelaku

Usaha Minol Ilegal

Pickap Bawa BBM
Terbakar di Terentang

Diduga Api Korsleting Disambar Solar
KOBA - Sebuah mobil pickap

Carry BN 8394 RP yang
mengangkut bahan bakar mi-
nyak (BBM) jenis solar diduga
bersubsidi, menyedot perhatian
warga Desa Terentang, Keca-
matan Koba, Kabupaten Bangka

Tengah, Provinsi kepulauan
Bangka Belitung. Pasalnya, mobil
itu terbakar hebat,

Kamis pagi (5/12/2019) seki-
tar pukul 05.30 WIB diduga
karena korsleting listrik.

Tak pelak,

ke Hal 11 Kol 1 ke Hal 11 Kol 1

ke Hal 11 Kol 5

ke Hal 11 Kol 5

MOBIl TERBAKAR - Beginilah kondisi mobil pickap Carry
pembawa solar yang terbakar di Desa Terentang, Koba, Bangka
Tengah, Kamis (5/12/2019). Mobil ini terbakar diduga korsleting
listrik, kemudian api disambar solar yang berada di bak mobil.
Polisi masih menyelidiki dugaan solar bersubsidi yang diangkut
dari Pangkalpinang hendak ke Air Gegas, Bangka Selatan ini.
(Foto: M. Tamimi)

Ekspos hasil pengawasan yang dilakukan Disperindag Babel, Kamis (5/
12/2019). Disperindag menemukan produk tak sesuai SNI dijual di
pasaran. Termasuk mihol tanpa izin. (Foto: Nurul Kurniasih)

ke Hal 11 Kol 5

Awas! PENCULIK
Berkeliaran di Bangka
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 Pihak Sekolah akan Tempuh Jalur
Hukum

Viral Pungli di SDN 57,
Iwansyah : Itu Hoaks

PANGKALPINANG -
Kepala Dinas Pendidikan
(Disdik) Kota Pangkalpinang
Iwansyah membantah keras
dugaan pungli SDN 57 yang
viral di media sosial (medsos).
Menanggapi hal itu, sesuai
instruksi Wali Kota Pangkal-
pinang, ia bersama Kabid Dikdas
Darwin, Asisten I Pemkot Pang-
kalpinang Suparyono  langsung
melakukan verifikasi ke SD 57
yang diterima langsung kepala
sekolah Rasimah.

“Sejak tadi malam (4/12),
banyak pihak yang menanya-
kan kebenaran viralnya dugaan
pungli di SDN 57. Pagi tadi kami
sudah tindak lanjuti. Semua itu
tidak benar. Yang ada di medsos
itu bentuknya surat kaleng dan
saya berani bilang itu berita
bohong alias hoaks,” kata
Iwansyah kepada Rakyat Pos
di ruang kerjanya, Kamis (5/12/
2019) kemarin.

Menurutnya, ada tiga tudu-
han yang dialamatkan ke SD 57
terkait tuduhan pungli mulai
dari karya wisata, infaq dan
sampul rapor. Dijelaskan

Iwansyah, memang benar pada
30 November lalu bertepatan
peringatan HUT Guru, pihak
sekolah melakukan karya
wisata internal guru-guru untuk
berkunjung objek wisata pe-
ninggalan sejarah di Toboali.

“Selanjutnya ada tujuh orang
murid yang ingin ikut dalam
kegiatan tersebut  dan itupun
seizin orang tua masing masing
dengan biaya Rp100 ribu per
siswa. Karya wisata itu sifatnya
internal para guru. Kemudian
ada sekitar tujuh orang murid
yang ingin ikut karya wisata,
itupun bukan keharusan atau
wajib, para siswa sendiri yang
minta diikutsertakan,” kata
Iwansyah.

Untuk tuduhan lainnya ter-
kait infaq, sambung Iwansyah
pihak sekolah mempunyai
kebijakan setiap Jumat siswa
dibiasakan untuk berinfaq se-
cara sukarela, tanpa mencan-
tumkan besaran nilainya. Bah-
kan dari hasil verifikasi, didapat
jelas pembukuan hasil infaq
yang didapat, serta peruntu-
kannya digunakan untuk ke-

giatan sosial, seperti memberi
sumbangan kepada guru mau-
pun keluarga siswa yang ter-
kena musibah.

“Infaq dan sedekah adalah
bagian ajaran agama dan ideal-
nya harus diperkenalkan sejak
dini kepada para siswa. Saya
pikir infaq  tidak akan mem-
beratkan siswa karena sifatnya
sukarela dan yang penting
diberikan pemahaman dan
contoh dulu. Seperti ada anak
sakit, guru sakit, atau orang tua
siswa yang terkena musibah,
dari uang infaq itulah yang
disumbangkan, seperti yang
dilakukan SD 57, dan itu
pembukuannya jelas, termasuk
didalamnya bukti kwitansi dari
uang infaq yang dikeluarkan,”
papar Iwansyah.

Disinggung biaya rapor yang
besarannya hingga Rp50.000,
menurutnya itu berawal dari
inisiatif paguyuban para orang
tua siswa dan Iwansyah
menegaskan hal itu tidak wajib.
“Tidak ada itu siswa wajib beli
sampol rapor. Itu inisiatif dari
sebagian paguyuban orang tua
siswa dan itu hanya ada di kelas
I dan IV, selebihnya sampai saat
ini masih menggunakan sampul
plastik biasa,” urainya.

Terkait pemberitaan viral
yang menimpa SD 57, dirinya
sangat menyayangkan. Ter-
lebih kepada pihak-pihak ter-
tentu yang sudah memviralkan
berita bohong, hingga adanya
sebagian masyarakat yang per-
caya terkait kabar tuduhan
pungli tanpa mengecek lang-
sung kebenarannya ke sumber
yang dimaksud. Bahkan dirinya
sudah menyarankan kepada SD
57 untuk melakukan langkah
hukum berkaitan dengan
pelanggaran  Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Saya mohon bijaklah dalam
bermedsos, jangan langsung

memvonis tanpa mengecek
kebenarannya. Dalam hal ini
dinas pendidikan selalu terbuka
terhadap kritikan, termasuk ada
hal - hal yang dianggap merugi-
kan masyarakat, silahkan datang
kepada kami dan akan kami
tindaklanjuti,” tukasnya.

Seperti diwartakan sebelum-
nya, kabar dugaan pungli di SDN
57 sempat viral di media sosial
yang ditulis salah seorang neti-
zen. Bahkan hingga tadi malam
di akun yang bersangkutan
postingan dugaan pungli sudah
dilike 134 netizen, 280 ko-
mentar, hingga 128 orang yang
membagikan. (rev/10)

Petugas Satlantas Polres Pangkalpinang saat menyerahkan blanko berita
acara penitipan barang bukti kepada pengendara yang terjaring operasi
simpatik, Kamis (5/12/2019).(foto: istimewa)

Tak Pakai Helm,
Siap-siap Buat

Video Pernyataan
PANGKALPINANG -

Satuan Lalu Lintas (Satlantas)
Polres Pangkalpinang meng-
gelar operasi simpatik menyasar
pengguna kendaraan roda dua
yang tidak menggunakan helm.
Dijadwalkan kegiatan edukasi
serta imbauan untuk patuh
terhadap peraturan lalu lintas
ini digelar pada 4 Desember
2019 hingga awal tahun 2020.

Dalam operasi simpatik ini,
apabila petugas kami mene-
mukan pengendara sepeda
motor tidak menggunakan
helm maka petugas tidak mela-
kukan tindakan tilang,” jelas
Kasat Lantas Polres Pangkal-
pinang AKP Nicodemus Brah-
mana kepada wartawan, Kamis
(5/12/2019).

Hanya saja, dikatakan Nico-
demus, pihaknya telah me-
nyiapkan pengganti tilang,
yakni petugas akan menga-

mankan SIM atau STNK pe-
ngendara motor yang tidak
mengenakan helm. “Nantinya
petugas kami memberikan
blanko berita acara penitipan
barang bukti sebagai bukti
penitipan SIM maupun STNK,”
lanjutnya,

Bagi pengendara yang men-
dapat blanko tersebut, kata
Nicodemus, dapat mengambil
barang bukti berupa SIM dan
STNK dalam waktu 3 x 24 jam
dengan catatan membawa
helm dan membuat video
pernyataan di depan polisi.

“Saat mengambil barang
bukti, pengendara atau pe-
numpang sudah mengguna-
kan helm SNI, serta membuat
video pernyataan bahwa ti-
dak akan mengulangi kembali
guna mendukung program
ter tib lalu l intas ,”  tutup
Nicodemus. (das)

Ace Hardware Serap
90 Persen Tenaga
Kerja Lokal
 Dibuka 17

Desember

PANGKALPINANG -
Wali Kota Pangkalpinang,
Maulan Aklil alias Molen me-
ngapresiasi hadirnya gerai Ace
Hardware yang menjual alat
perlengkapan rumah tangga
dan perkakas di Kota Pang-
kalpinang. Ace Hardware yang
berlokasi di Jalan Jenderal
Sudirman Pangkalpinang atau
di eks Barata ini akan dibuka
mulai 17 Desember 2019.

“Bertambah satu lagi peru-
sahaan di Pangkalpinang yang
akan menjadikan Pangkal-
pinang menjadi kota metro-
polis. Ace Hardware akan me-
nyerap tenaga kerja lokal
sebanyak 90 persen. Selain itu,
ia juga menilai perputaran
perekonomian di Pangkal-
pinang terus meningkat dengan
hadirnya sejumlah investor
baru,”kata Molen kepada
wartawan, Kamis (5/12/2019).

Orang nomor satu di Pang-
kalpinang ini menyebutkan
dengan hadirnya investor baru
salah satunya Ace Hardware
akan membuat PAD mening-
kat. Dia meminta dukungan

dari seluruh masyarakat dan
menjamin Pangkalpinang seba-
gai kota yang ramah terhadap
investasi.

“Untuk tahun 2020, sudah ada
beberapa perusahaan yang
dipastikan akan berinvestasi di
Pangkalpinang. Kita targetkan
total investasi lebih dari tahun
2019 di Pangkalpinang. Seperti
jasa, perdagangan dan parawisata.
Pasti yang terkait disini adalah
perhotelan, mall, kuliner dan
jasa-jasa yang lainnya,” katanya.

Store Manager Ace Hard-
ware, Bernasce Amias me-
nyebutkan di Pangkalpinang
merupakan gerai yang ke-195
dari total seluruh Indonesia. Dia
menjelaskan pihaknya menye-
diakan seluruh kebutuhan
rumah tangga.

“Kami akan mensuplai selu-
ruh kebutuhan rumah tangga
dengan gaya hidup masa kini.
Toko menyediakan ribuan jenis
produk yang menjadi tempat
belanja untuk kebutuhan
perkakas, perlengkapan rumah
tangga dan sebagainya,”ujar
Amias. (bum/10)

Dilarang, Pertamini Malah Menjamur
PANGKALPINANG - Meski

dilarang, penjual bensin atau pertalite
eceran yang mengusung nama Perta-
mini terus menjamur di wilayah
Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Kabid Perlindungan Konsumen dan
Kemetrologian, Disperindag Provinsi
Babel, Riza Aryani menegaskan gu-
bernur sebetulnya sudah mengeluar-
kan surat edaran terkait tidak diper-
bolehkannya Pertamini menjual
BBM.

“Makanya dengan kebijakan fuel
card, mudah-mudahan bisa memi-
nimalisir Pertamini ini, karena me-

mang nanti kan pembelian BBM sudah
dibatasi,” kata Riza kepada wartawan,
Rabu (5/12/2019).

Pihaknya, lanjut dia, juga sudah
melakukan pembinaan ke beberapa
pemilik Pertamini, namun sepertinya
sulit untuk dihilangkan.

“Pertamini tidak boleh karena
standar ukur nggak bisa sesuai, tidak
bisa tera, makanya ilegal  dan juga ini
bukan produk pertamina, standar
keamanannya juga tidak sesuai,”
bebernya.

Harusnya, kata dia, yang dilakukan
penindakan adalah terhadap pembuat

mesin Pertamini. Apabila ini ditindak
tegas, otomatis tidak akan ada lagi
mesin Pertamini beredar.

Untuk hal ini, sebutnya, pihaknya
akan bekerjasama dengan lintas sektor
dan gubernur juga berkeinginan untuk
melakukan pengawasan bersama-
sama terkait beredarnya Pertamini di
Babel.

Sebelumnya, Gubernur Babel, Er-
zaldi Rosman beberapa waktu lalu juga
mengungkapkan bahwa Pertamini
tersebut dilarang.

“Nggak boleh itu, kalau terjadi
kebakaran sebagainya bagaimana, itu

keamanannya siapa yang menjamin,”
kata Erzaldi beberapa waktu
lalu.(nov/10)

Ketua PFI 2015-2019 Lucky Pransiska menyerahkan bendera pataka PFI kepada Ketua dan Sekjen 2019-2022, Reno-Eka, di dalam Kongres PFI di
Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis malam (5/12/2019). (foto: Roni Bayu)

Reno-Eka Komandoi Pewarta Foto Indonesia Periode 2019-2022

JAKARTA - Reno Esnir-
Hendra Eka, akhirnya resmi
terpilih menjadi Ketua Umum
dan Sekretaris Jenderal Pewarta
Foto Indonesia (PFI) periode

paikan komitmennya untuk
merangkul seluruh pewarta foto
yang ada di Indonesia. Selain itu,
Reno-Eka juga memastikan
pada Anugerah PFI 2020 men-

datang, organisasi PFI akan
terverifikasi di Dewan Pers.

“Kami berkomitmen akan
meneruskan program-program
yang sangat baik, yang sudah
dibuat kepengurusan yang lama.
Kedepan mohon dikawal,
apalabila kerja kami tidak beres,
kami siap ditidurkan,” kata Reno.
“Terima kasih atas kepercayaan
kepada semua, semoga PFI akan
lebih baik,” pinta pria yang kerap
disapa Encoy itu.

Sebelumnya, PFI menggelar
kongres dengan agenda laporan
pertanggung jawaban kep-
engurusan 2015-2019 yang
dipimpin oleh Lucky Pransiska,
pembahasan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART) serta pemilihan Ketua
Umum dan Sekjen PFI periode
2019-2022. Kongres ini juga
menjadi agenda penting selain
seremoni Anugerah PFI 2019
yang digelar di Galeri Foto
Jurnaliatik Antara (GFJA), Pasar
Baru, Jakarta. (ron/10)

Buka Perdana, Warung Bakso Qta Siapkan 500 Mangkuk Bakso Gratis
PANGKALPINANG- Bagi

para pecinta bakso di Kota
Pangkalpinang dan sekitarnya
wajib coba sajian bakso di
Warung Bakso Qta yang ber-
lokasi di Jalan Ahmad Yani,
Nomor 73 Batin Tikal, Keca-
matan Taman Sari, Pangkal-
pinang yang resmi dibuka Jumat
(6/12/2019).

Pada pembukaan perdana-
nya besok, Pemilik Warung
Qta, Yoki menyediakan 500
mangkuk gratis kepada pe-
ngunjung. Hanya saja, ma-
syarakat yang telah menikmati
bakso dapat menyumbang se-
ikhlasnya di kotak amal yang
disediakan di warung tersebut.

Uang yang terkumpul, selanjut-
nya akan disumbangkan bagi
kaum duafa.

“Salah satu tujuan saya mem-
buka warung bakso Qta ini
adalah hendak berbagi dengan
sesama yang kurang mampu.
Ke depan rencananya uang
pembayaran setiap mangkok
bakso disisihkan Rp 1.000 setiap
Jumat keempat, lalu diserahkan
kepada kaum yang berhak
menerima,” kata Yoki, Kamis
(5/12/2019).

Disisi lain, Warung Bakso Qta,
diterangkan Yoki, menyedia-
kan menu bakso rusuk, bakso
tulang muda, bakso urat, bakso
spesial, bakso krewed atau

jeroan serta bakso biasa. Selain
itu, ada menu unik lain seperti
mi ayam ijo, sop janda dan sop
buntut serta sop tulang.

“Untuk meracik bakso kita
mendatangkan langsung pera-
ciknya dari Kebumen, Jawa
Tengah. Hal ini untuk menjaga
cita rasa dari kekhasan bakso
tersebut. Para pecinta harus
coba menu bakso, sop serta mi
ayam di warung kita ini,”kata
Yoki.

Soal harga, menurut dia, tidak
akan menguras kantong. Untuk
bakso dijual dengan harga mulai
dari Rp 15.000 hingga Rp
30.000. Sedangkan untuk mie
ayam ijo dan sop dibanderol

dengan harga mulai dari
Rp13.000 hingga Rp 30.000.

Jadi, jangan lupa, besok
datang dan cicipi bakso solo dan

menu lainnya di Warung Bakso
Qta. Ajak pacar, teman dan
keluarga ya. Dijamin, maknyuss.
(rls/fan)

2019-2022. Reno-Eka mampu
mengungguli pesaingnya de-
ngan memperoleh 15 suara dan
Fransiskus Parulian Simbolon-
Wisnu Widiantoro dengan

perolehan 10 suara dan dua
suara abstain, di Hall Dewan
Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta,
Kamis malam (5/12/2019).

Reno usai terpilih menyam-
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Focus Grup Discusion terkait pengembangan UMKM di wilayah Kabupaten Bangka, Kamis (5/12/2019). (foto: istimewa)

UBB Gandeng Pemkab
Bangka Majukan UMKM

SUNGAILIAT - Usaha
Mikro Kecil Menengah
(UMKM) merupakan aspek
penting dalam mendorong
perekonomian bangsa. Bahkan
hampir 90 persen usaha yang
ada di Indonesia yaitu berbasis
UMKM. Sehingga peran aka-
demisi salah satunya Universitas
Bangka Belitung (UBB) ber-
sama Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bangka berperan

penting dalam memajukan
potensi dari UMKM.

Berdasarkan hal tersebut,
UBB bersama Pemkab Bangka
melaksanakan Focus Grup Dis-
cusion terkait pengembangan
UMKM di wilayah Kabupaten
Bangka, Kamis (5/12/2019).
Pembahasan tersebut fokus
pada menghimpun segala
potensi UMKM yang dimiliki
setiap daerah.

Ketua Tim Peneliti Komo-
ditas Produk Jenis Usaha Ung-
gulan Tahun 2019, Reniati
mengharapkan peran serta dari
pemerintah Kabupaten Bangka
dalam mendorong UMKM
Bangka. Peran serta dari Pem-
kab Bangka dapat berupa kebi-
jakan-kebijakan yang dihusus-
kan bagi para pelaku usaha.

“Kita telah meneliti dan men-
data dari seluruh Kabupaten

Kota yang ada di Bangka Beli-
tung. Sehingga didapatkan
sepuluh komoditi unggulan
yang ada di Kabupaten Bangka
dan akan kita bahas dalam
kegiatan ini untuk bagaimana
kita menyikapi kedepannya,”
tutur Reniati.

Sepuluh komoditi unggulan
yang didapatkan di Kabupaten
Bangka didapatkan dari ber-
bagai sektor yang ada di Kabu-

paten Bangka. Sektor unggulan
tersebut yaitu wisata bahari,
wisata alam, cabai rawit, coun-
tage, air madu, padi ladang,
kelapa sawit, lada, cabai besar,
dan pisang.

Turut hadir dalam kegiatan
diskusi tersebut dari Dinas Bap-
peda dan Koperasi UMKM
Kabupaten Bangka sebagai
narasumber perkembangan
UMKM di Kabupaten Bangka.
Peran sektor Bappeda penting
dalam hal perencanaan ke-
depannya.

“Sejauh ini UMKM di Kabu-
paten Bangka juga cukup ber-
kembang. Hanya saja ada ber-
bagai kendala seperti kemasan
dan perizinan seperti BPOM
dan sertifikat halal sehingga
belum dapat berkembang lebih
maju lagi,” ungkap Kasubid
Perumahan dan Lingkungan
Bappeda, Mukmin Hafiz.

Sedangkan di bidang Kope-
rasi dan UMKM yang diwakili
oleh Kasi UMKM, Linda Sas-
wita mengungkapkan kema-
juan UMKM merupakan
tanggung jawab dari semua
sektor. Dan sejauh ini berbagai
UMKM telah dimiliki oleh
beberapa desa, karena sesuai
dengan program pemerintah
yaitu satu desa satu produk
unggulan. (dinkominfotik)

Empat bendaharawan di empat OPD Pemkab Bangka saat menerima penghargaan dari KPP Pratama Bangka.(foto: istimewa)

4 Bendahara OPD Dapat Penghargaan dari KPP Pratama

SUNGAILIAT - Sebagai
bentuk penghargaan KPP Pra-
tama Bangka terhadap para
bendaharawan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Bangka yang dinilai terbaik dalam

menyampaikan pelaporan, se-
jumlah apresiasi dalam bentuk
penghargaan pun diberikan.

Keempat bendaharawan
yang mendapat penghargaan
antara lain dari Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP),
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik (Dinkominfotik),
Dinas Pekerjaan Umum, Pe-
nata Ruang dan Perhubungan
(PUPRP) dan kategori pe-

nyampaian SPT masa PPh 21
tercepat yakni Dinas Ling-
kungan Hidup (DLH).

Pemberian pengharaan ter-
sebut selain sebagai bentuk
apresiasi kinerja yang dinilai

cukup baik dan sesuai aturan
juga menjadi tonggak langkah
cipta kondisi dalam menum-
buhkan motivasi seluruh insan
Bendahara Pemerintah di
Pemkab Bangka.

Hal tersebut seperti dikatakan
Kepala KPP Pratama Bangka,
Edwin, Kamis (5/12/2019) saat
diwawancarai bangka.go.id.
“Untuk pelaporan mereka kita
nilai sudah sesuai aturan, mudah-
mudahan dapat menjadi moti-
vasi bagi yang lain,” ujarnya.

Penerapan secara teknis di-
lapangan para Bendaharawan
dihimbau dapat melakukan
pelaporan dan bukti potong
paling lambat 1 bulan setelah
akhir tahun dengan kata lain
maksimal tanggal 31 bulan
Januari tahun 2020 mendatang.
“Bukti potong paling lambat
dilaporkan 1 bulan 31 Januari
2020,” himbau Edwin.

Pelaporan secara tepat wak-
tu diharapkannya dapat mem-
permudah proses administrasi
yang berjalan tanpa meng-
hambat proses penginputan.
”Harapannya itu sudah dibe-
rikan kepada semua pegawai
sehingga nanti laporan SPT
tahunannya bisa disegerakan,”
pungkasnya. (dinkominfotik)

Masyarakat Diajak Berpartisipasi
Pertahankan Adipura

SUNGAILIAT - Peme-
rintah Kabupaten Bangka me-
ngajak seluruh masyarakat di
daerah itu untuk berperan aktif
mempertahankan piala Adi-
pura yang sudah diraih dengan
meningkatkan kebersihan
lingkungan.

“Masyarakat mempunyai
peranan penting dalam mem-
pertahankan piala Adipura
2019 dengan cara mening-
katkan kebersihan di lingku-
ngannya,” kata Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten
Bangka, Meina Lina di Sungai-
liat, Rabu.

Menurutnya, peranan ma-
syarakat dalam turut andil
menjaga kebersihan lingkungan
menjadi penilaian tersendiri
oleh tim penilai Adipura.

Dikatakan, tim penilai Adi-
pura akan turun langsung ke
lapangan untuk mengetahui
kondisi kebersihan kota
disejumlah titik yang sudah
ditentukan.

“Tim penilai datang ke lapa-

ngan tanpa sepengetahuan pihak
pemerintah daerah termasuk
lokasi atau titik penilaian yang
ditujunya,” ucapnya menje-
laskan.

Penilaian Adipura sekarang
ini kata dia, benar-benar se-
lektif menyesuaikan laporan
yang diterimanya dengan hasil
rill di lapangan.

Guna mendukung terwujud-
nya kota yang bersih dan tertib
kata Meina Lina, pihaknya telah
menyediakan ratusan tempat
sampah umum dibeberapa
tempat yang strategis.

“Saya minta masyarakat yang
membuang sampah hendaknya
pada tempat yang sudah dise-
diakan serta mudah dijangkau
oleh petugas kebersihan,” ujarnya.

Dikatakan, penerapan sanksi
denda atau kurungan sesuai
peraturan daerah bagi pem-
buang sampah sembarangan
diharapkan kedepannya mam-
pu mendorong masyarakat
lebih dis iplin menjaga
kebersihan. (antara)

Pembuang Sampah
Sembarangan Siap-siap

Kena Sanksi
S U N G A I L I A T -

Pemerintah Kabupaten Bangka
mengancam pemberian sanksi
denda dan hukuman bagi pe-
laku yang membuang sampah
sembarangan.

Kabid Penegak Perundang-
undangan Daerah Kabupaten
Bangka, Akhmad Suherman di
Sungailiat, Rabu, ancaman sanksi
bagi pelaku yang membuang
sampah sembarangan diatur
dalam Perda nomor 5 tahun
2006 tentang ketertiban umum.

“Salah satu poin dalam pera-
turan daerah itu mengatur
tentang kebersihan di muka
umum dan tidak membuang
sampah sembarangan,” jelasnya.

Dikatakannya, pemberian
sanksi kepada pelaku yang
membuang sampah semba-
rangan membayar denda Rp1,5
juta atau kurungan selama tiga
bulan.

Tindakan represif itu dila-
kukan Pemerintah Kabupaten
Bangka kata dia, untuk mem-
berikan efek jera sekaligus
mengingatkan masih ada seba-
gian masyarakat yang belum
disiplin membuang sampah
pada tempatnya.

“Sebelumnya kami sudah
mensosialisasikan kepada ma-
syarakat mengenai rencana
pemberlakukan tindakan re-
prensif sesuai peraturan dae-
rah,” ujarnya.

Dia mengakuinya, masih ada
di sejumlah titik atau di tempat
umum yang kondisi lingku-
ngannya masih belum bersih
dari sampah, meskipun sudah
disediakan sarana kotak sampah
di sekitar itu. “Menjaga keber-
sihan lingkungan menjadi tang-
gung jawab bersama termasuk
peran aktif masyarakat dida-
lamnya,” katanya.(antara)

Pemkab  Perbaiki 80
Rumah Tidak Layak Huni
SUNGAILIAT - Pemerintah

Kabupaten Bangka  memper-
baiki 80 unit rumah tidak layak
huni di daerah itu yang tersebar
di delapan kecamatan.

Kepala Dinsos, Pemberda-
yaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bangka Arman
Agus di Sungailiat, Kamis me-
ngatakan tujuan perbaikan
rumah tidak layak huni itu
untuk meningkatkan kualitas
tempat tinggal fakir miskin
melalui perbaikan dengan prio-
ritas atap, lantai, dan dinding
serta fasilitas mandi cuci kakus
(MCK).

“Ke-80 unit rumah yang
dilakukan rebah tersebut ter-
sebar di delapan kecamatan
setelah sebelumnya dilakukan
verifikasi oleh tim yang
ditunjuk,” ujarnya.

Dikatakan, sumber anggaran
bersumber dari pemerintah
pusat sebesar Rp15 juta per unit
yang diperuntukkan biaya
material rumah.

Sementara dana yang
bersumber dari pemerintah

daerah, kata dia, sebesar Rp4
juta diperuntukkan biaya upah
pembuatan bangunan atau
upah tukang.

Menurutnya, masyarakat
penerima manfaat program
tersebut adalah yang sudah
tercantum dalam data base
terpadu dengan dibagikan un-
tuk penerima bantuan pangan
nontunai dan program keluarga
harapan (PKH).

“Baik pemerintah pusat mau-
pun daerah terus memaksimal-
kan penanganan rumah tidak
layak huni guna meningkatkan
taraf kesejahteraan masya-
rakat,” katanya.

Menurutnya, bantuan ter-
sebut langsung ditransfer ke
rekening warga penerima ban-
tuan dan dapat langsung di-
manfaatkan untuk kegiatan
rehab rumah tidak layak huni.

“Program ini mendorong
masyarakat lainnya untuk mem-
bantu atau bergotong royong
seperti dalam pembuatan
kamar mandi dan tempat tidur,”
katanya. (antara)
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Ibnu akan Perjuangkan Atlet
Juara Nasional jadi ASN

atlet untuk terus menjaga
semangat juara dan menjaga
sportivitas yang paling uta-
ma,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kedepan
anggaran untuk menghadapi
Porprov harus besar karena
bakat-bakat atlet Bangka Te-
ngah yang sangat potensial
harus terus mendapat pem-
binaan yang matang.(ran/3).

 Ramah Tamah dengan Atlet dan
Pelatih

KOBA - Bupati Bangka
Tengah, Ibnu Saleh berjanji akan
memperjuangkan atlet Bangka
Tengah yang berhasil juara
tingkat nasional dan inter-
nasional akan diajukan menjadi
aparatur sipil negara (ASN)

Pernyataan itu disampaikan
Bupati Bangka Tengah, saat
beramah tamah dengan atlet
dan Pelatih Pra PON dan Por-
wil Bangka Tengah, di Pondopo
Rumah Dinas Bupati Bangka
Tengah, Kamis (05/12/2019).

Kata Bupati, pihaknya akan
terus memperhatikan para atlet,
seperti pemberian bonus atlet
dan piagam penghargaan.

Pemkab Bangka Tengah juga
terus menyiapkan sarana dan
prasarana bagi atlet. “Alham-
dulillah sarana dan prasarana
kita sudah memenuhi, dan tahun
ini Stadion Mini sudah selesai
kita bangun, artinya fasilitas

olahraga bagi atlet kita sudah
dipenuhi,” ujar Ibnu.

Ia meminta kepada para atlet
untuk tetap semangat menjadi
juara dan menjaga sportivitas
dalam bertanding.

“Para atlet dan pelatih terus
bersinergi dan kalau ada ken-
dala jangan sungkan untuk
komunikasi dengan saya secara
langsung dan saya minta para

Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh foto bersama atlet dan Pelatih menjelang Pra PON dan Porwil 2020.(foto: tamimi).

Bupati Resmikan Mobil Operasional Kelurahan Sungaiselan
KOBA - Bupati Bangka

Tengah Ibnu Saleh melakukan
peresmian mobil operasional
Kelurahan Sungaiselan, Kamis
(05/12/2019).

Kegiatan dihalaman Kantor
Kecamatan Sungaiselan ter-
sebut dihadiri Bupati Bangka
Tengah H. Ibnu Saleh, Camat
Sungaiselan Suhimin, Kapolsek
Sungaiselan Iptu Mulia Su-
giarto, Bakamla Sungaiselan
beserta Lurah Sungaiselan serta
Kaling, RW, dan RT diwilayah
Kelurahan Sungaiselan.

Bupati Bangka Tengah H.
Ibnu Saleh dalam arahannya
mengucapkan Alhamdulillah
dengan adanya dana kelurahan
sejak tahun 2019.

“Ini sudah bisa dimanfaatkan
untuk kepentingan kelurahan
agar lebih mandiri dalam mem-
bantu lingkungan kelurahan itu

sendiri,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar Kelu-

rahan juga memporsikan ang-
garannya untuk bidang ke-
agamaan dan pemberdayaan
masyarakat serta bidang lain-
nya yang menyentuh kemasya-
rakat kelurahan.

“Dana kelurahan agar bisa
digunakan sebaik-baiknya untuk
kelurahan. Lebih spesifik lagi,
dana kelurahan dapat digunakan
untuk pemberdayaan masyaakat
dan pembangunan untuk ke-
pentingan masyarakat selain
untuk mendukung operasional
kelurahan,” ungkapnya.

Diakhir acara, Bupati Bangka
Tengah ini memberikan kunci
mobil operasional kelurahan
sekaligus meninjau fisik mobil
yang siap digunakan untuk
kelurahan Sungaiselan tersebut.
(ran/3).

Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh meresmikan mobil operasional Kelurahan Sungaiselan, Kamis (05/12/2019).
(foto: tamimi).

Pemkab Babar Gandeng Unpad Kaji Potensi Minyak Atsiri

Tim ahli dari Universitas Padjajaran Bandung saat memaparkan hasil kajian potensi minyak atsiri di
Bappelitbangda Kabupaten Bangka Barat. (foto: ant).

MUNTOK - Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat (Pem-
kab Babar), Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, menggandeng
Universitas Padjadjaran Bandung
melakukan kajian potensi mi-
nyak atsiri, yang akan menjadi
dasar pengembangannya.

“Kami berharap hasil kajian

ini bermanfaat untuk daerah
dan masyarakat karena usaha
dalam bidang produksi minyak
atsiri cukup potensial sesuai
dengan sumber daya alam yang
ada,” kata Kepala Bidang Pene-
litian dan Pengembangan Ba-
dan Perencanaan Pembangu-
nan, Penelitian dan Pengem-

bangan Daerah (Bappelitbang-
da) Kabupaten Bangka Barat,
Bustanil Arifin di Mentok,
Babel, Kamis (5/12/2019).

Kajian sumber daya alam
dengan melakukan penelitian
potensi minyak atsiri dilakukan
Bappelitbangda, Kabupaten
Bangka Barat,  bersama tim ahli

dari FTIP Universitas Pad-
jadjaran Bandung yang di-
pimpin langsung Dekan FTIP
Unpad Edy Suryadi.

Berdasarkan kerja sama dan
hasil kajian yang dilakukan tim
ahli, Unpad Bandung bersedia
melakukan pendampingan
dalam pengembangan potensi
sumber daya alam tersebut.

Hal ini, disampaikan Edy
Suryadi saat menggelar dise-
minasi atau penyebarluasan
hasil kajian yang digelar di ruang
rapat Bappelitbangda Kabu-
paten Bangka Barat.

Menurut dia, minyak atsiri atau
minyak hasil penyulingan suatu
tanaman, baik dari bagian daun,
batang, biji, bunga atau bagian
tanaman lainnya, bersifat aro-
matik dan mudah menguap pada
suhu kamar, cukup potensial
dikembangkan di Bangka Barat.

“Kami juga bersedia terus
melakukan asistensi terhadap
daerah ini sampai pada pene-
rapan kajian yang dihasilkan,”
ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga
merencanakan hasil kajian tidak
hanya sebatas kajian, tetapi
berlanjut pada aplikasi dan
publikasi dalam bentuk jurnal
nasional dan internasional dengan
studi kasus di Bangka Barat.

“Melalui jurnal tersebut diha-
rapkan dapat juga menjadi
acuan bagi kabupaten lain di

Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kepala

Departemen Teknik Pertanian
dan Biosistem FTIP Unpad  Sa-
rifah Nurjanah menerangkan
tanaman yang bisa diolah men-
jadi minyak atsiri di antaranya
sereh wangi dan lada yang diam-
bil bagian batang dan daunnya.

“Yang perlu diperhatikan
dalam pengembangan minyak
atsiri adalah mutu harus selalu
diperhatikan karena akan me-
mengaruhi pemasaran, per-
mintaan konsumen, tingkat
kepercayaan pelanggan dan
menentukan harga jual pro-
duk,” jelas Sarifah.

Untuk menjamin mutu ter-
sebut, petani bisa menggunakan
pupuk untuk meningkatkan
produktivitas sereh wangi, ada-
pun macam pupuk yang bisa
digunakan adalah pupuk kom-
pos dan NPK yang ditaburkan
pada saat penanaman.

“Selain itu, pupuk kandang
juga sangat bermanfaat sebagai
sumber nutrisi yang baik untuk
jenis tanaman itu,” tambah dia.

Diseminasi hasil kajian sum-
ber daya alam dan pendidikan
dihadiri para pejabat OPD di
lingkungan Pemkab Bangka
Barat, perwakilan Bappelit-
bangda Provinsi Babel, Dewan
Riset Daerah, LPMP Provinsi
dan petugas KPHP Rambat
Menduyung. (ant/3).

Pemkab Basel Raih
Terbaik Ketiga

Pelaksanaan DAK Fisik
TOBOALI - Pemerintah

Kabupaten (Pemkab) Bangka
Selatan (Basel) meraih predikat
terbaik ketiga dari seluruh Kabu-
paten dan Kota yang ada di Pro-
vinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam penyaluran Dana Alokasi
Khusus (DAK) fisik tahun 2019.

“Penghargaan ini merupakan
salah satu bentuk apresiasi bagi
kinerja pemkab dalam pelaksanaan
DAK yang diberikan oleh Direktorat
Perbendaharaan Kementerian
Keuangan RI,” terang Plt Kepala
Bapeda Kabupaten Bangka
Selatan, Herman di Toboali, Kamis
(5/12/2019).

Ia mengatakan, ada beberapa
kriteria sebagai parameter peni-
laian kinerja tersebut diantaranya,
konsistensi Pelaksanaan Kontrak,
Pencapaian Output program/ke-
giatan dan Ketepatan sasaran pro-
gram/kegiatan dan Konsistensi
Pelaporan Monitoring dan Evaluasi
(Monev) progres fisik dan ke-
uangan.

Khusus untuk laporan Monev
pelaksanaan kegiatan DAK fisik
dilakukan dikendalikan oleh Bap-
peda Kabupaten Bangka Selatan
melalui Aplikasi SIMONEV dan
tentunya verifikasi faktual di lapa-
ngan.

“Alokasi kegiatan DAK Fisik
Tahun 2019 dikonsentrasikan untuk
beberapa sektor strategis  baik
untuk DAK reguler, DAK Penu-
gasan maupun DAK Afirmasi
seperti bidang Pendidikan, Kese-
hatan, Sanitasi, Jalan dan Pasar,”
jelas dia.

Keberhasilan diraihnya peng-
hargaan ini tidak lepas dari peran
dan komitmen bersama yang telah
bekerja optimal menjalankan fungsi
masing-masing.

“Penghargaan ini adalah berkat
kerja sama Tim Perangkat Daerah
Pemkab Basel, kendati demikian hal
ini saya harap tidak membuat cepat
puas dan lebih meningkatkan
kinerja agar hasil yang dicapai jadi
lebih baik,” imbuhnya. (ant/3)

Bangka Barat-UNJ Lakukan
Penelitian Bidang Pendidikan

MUNTOK - Pemerintah Kabu-
paten Bangka Barat, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung be-
kerjasama dengan Universitas
Negeri Jakarta dan STKIP Muham-
madiyah Bangka Belitung mela-
kukan penelitian bidang pendidikan.

“Melalui kerja sama ini kami
berharap adanya landasan detail
dalam perencanaan pembangunan
bidang pendidikan,” kata Kepala
Bidang Penelitian dan Pengem-
bangan Badan Perencanaan Pem-
bangunan, Penelitian dan Pengem-
bangan Daerah (Bappelitbangda)
Kabupaten Bangka Barat, Bustanil
Arifin di Muntok, Kamis (5/12/
2019).

Menurut dia, penelitian bidang
pendidikan pada tahun ini dilakukan
tim ahli dengan memfokuskan
kajian pada permasalahan persepsi
siswa sekolah menengah terhadap
kenakalan remaja dan pendidikan
karakter di Bangka Barat.

Bertindak sebagai peneliti Tri
Susanti dari Universitas Negeri
Jakarta, penelitian dilakukan karena
dilatarbelakangi pemberitaan di
media cetak dan viral kenakalan
remaja di media sosial.

Dari hasil penelitian menunjukkan
remaja di kabupaten yang berada
di ujung barat Pulau Bangka
tersebut masih berpotensi mela-
kukan berbagai bentuk tindak
kenakalan remaja meskipun pene-
rapan pendidikan karakter di seko-
lah sudah baik.

Dari hasil penelitian oleh tim,
urutan kenakalan remaja yang
mendapat penilaian negatif dari
yang paling tinggi ke yang rendah
yaitu pergaulan bebas sebesar 17
persen, bullying atau perundungan
sebanyak 13 persen, keluar malam
11 persen, pacaran 10 persen,
merokok sembilan persen, bolos
sekolah tujuh persen, narkoba lima
persen, mabuk empat persen,
tindakan pornografi tiga persen,
melawan guru tiga persen dan
mencuri sebanyak dua persen.

Namun menurut Tri Susanti, jika
dilihat dari persepsi siswa sekolah
menengah terhadap kenakalan
remaja tersebut, potensi terjadinya
kenakalan remaja dapat ditekan
dengan intervensi atau campur
tangan dan kepedulian orang
dewasa di sekitar remaja dan
pembentukan kebiasaan atau
habituasi dengan usaha preventif
melalui pembinaan sikap dan usaha
kuratif.

“Pola ini harus dilakukan di empat
lingkungan, yaitu keluarga, teman
sebaya, sekolah dan masyarakat,”
ujarnya.

Dengan hasil penelitian pada
2019 dalam bidang pendidikan
tersebut diharapkan nantinya bisa
menjadi bahan pertimbangan guna
merealisasikan berbagai rencana
pembangunan di daerah agar
kualitas hidup dan mutu pendidikan
masyarakat semakin membaik.
(ant/3).
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Empat Kecamatan di Basel
Belum Penuhi Kuota

 Bawaslu Perpanjang Pendaftaran Calon Anggota Panwascam

TOBOALI - Badan Peng-
awas Pemilihan Umun (BA-
WASLU) Kabupaten Bangka

Selatan kembali membuka ma-
sa perpanjangan pendaftaran
Calon Anggota Panitia Peng-

awas Pemilihan Kecamatan
(Panwascam), khusus 4 Keca-
matan pada 6 - 10 Desember
2019, Kamis (5/12/2019).

Ketua Bawaslu Basel, Sahirin
menyampaikan bahwa jumlah
pendaftar di beberapa keca-
matan masih belum memenuhi
kuota yang telah ditentukan.

“Dari 8 kecamatan yang ada di
Kabupaten Bangka Selatan, ada
4  kecamatan yang masih belum
memenuhi jumlah kuota yang
dibutuhkan, yakni Kecamatan
Simpang Rimba, Kecamatan
Payung, Kecamatan Lepar Po-
ngok, dan Kecamatan Kepulauan
Pongok,” ungkap Sahirin.

“Masa perpanjangan pen-

daftaran ini hanya khusus untuk
4 kecamatan yang belum me-
menuhi kuota saja, ini seba-
gaimana tertuang dalam SK
Ketua Bawaslu RI No. 0883/
K.Bawaslu/KP.01.00/IX/2019
tentang Pedoman Pembentuk-
an Panwascam,” timpalnya.

Sahirin mengungkapkan,  pa-
da masa pendaftaran sebe-
lumnya, sudah mensosialisasi-
kan pengumuman rekrutmen
calon anggota panwascam me-
lalui Website, media sosial,
spanduk, dan brosur sampai ke
tingkat kecamatan dan desa -
desa di wilayah Kabupaten
Bangka Selatan.

“Kita tidak tahu apa yang
membuat minimnya pendaftar
dibeberapa kecamatan, karena

kita sudah berupaya semaksimal
mungkin mensosialisasikan pe-
ngumuman rekrutmen Calon
Anggota Panwascam melalui
website, media sosial, spanduk,
dan brosur sampai ke tingkat
Kecamatan dan Desa di wi-
layah Kabupaten Bangka Se-
latan,” ujar Sahirin.

Penerimaan berkas masa
perpanjangan pendaftaran di-
lakukan setiap hari termasuk
hari sabtu dan minggu, yang
dimulai pada tanggal 6 - 10
Desember 2019. “Terkait per-
syaratan dan berkas yang harus
dipenuhi oleh pendaftar dapat
dilihat dan diunduh di website
Bawaslu Kabupaten Bangka
Selatan link baselkab.bawas-
lu.co.id,” pungkasnya. (raw/3)

Ketua Pokja Jurnalis, Basel Dedy Irawan saat menyampaikan materi berkenaan dengan Jurnalistik kepada Pegawai Kejaksaan Negeri Bangka Selatan. (foto: istimewa)

Sidang Kasus Arisan Piauw
Saksi Nyatakan Ketua
Arisan Piauw, Afuk

TANJUNGPANDAN - Sidang kasus
arisan piauw dengan terdakwa Vivi
Desimel  Yana (32) terus berguli r di
Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Kamis
(5/12/2019) kemarin. Sidang kali masih
dalam agenda pemeriksaan saksi.

Dalam pemeriksaan saksi kal i in i,
terungkap hal  yang berbeda dengan
keempat saksi lain yang telah diperiksa
dalam persidangan sebelumnya.

Anton Ridwan (51) saksi  yang
dihadirkan JPU saat ditanyai oleh majelis
hakim PN Tanjungpandan menyatakan
bahwa yang menjadi ketua arisan piauw
tersebut ialah orang tua Vivi yaitu Afuk.

"Orang tua saya ikut arisan piauw
dengan orang tua terdakwa. Ikut pada
arisan pada tahun 2018. dengan besaran
Rp 10 juta perbulan,"  kata Butun,
panggilan Anton Ridwan dihadapan
majelis hakim. Disampaikan oleh Butun,
di rinya bukanlah peserta langsung
arisan. Dia hanya ikut membayar arisan
yang diikuti orang tuanya Akiun Yi.

"Saya bukan peserta arisan, tapi orang
tua saya yang ikut. Dan saya ikut
membantu mama saya membayar.
Karena kita berembuk dengan saudara
saat mama mau ikut arisan itu," papar
Butun. Dijelaskan olehnya, saat orang
tua terdakwa bersama terdakwa datang
kerumahnya untuk menawarkan arisan
dia memang tidak bertemu. Namun Vivi
bersama ibunyalah yang selalu datang

menagih dengan saudara dan ibu saksi.
"Terdakwa datang ke rumah saya

bersama orang tuanya. Setiap bulan
datang untuk menagih uang arisan.
Mama saya bayar dengan orang tuanya,
kadang dengan terdakwa. Orang tua
terdakwa dan terdakwa datang ke-
rumah," jelasnya lagi.

Butun mengetahui arisan yang diikuti
oleh ibunya bermasalah saat ia diperiksa
oleh pihak kepolis ian sebagai saksi.
Namun sebelum itu, Saudara Butun yang
bernama Ataw telah lebih dahulu
mengetahui . Saat i tu Atau bertemu
dengan ibu Butun di Supermarket dan
mengatakannya.

Kemudian terdakwa bersama orang
tuanya mendatangi  rumah saksi dan
ingin menggadaikan sertifikat rumah.

"Saya tahu arisan itu bermasalah saat
saya dipanggil polisi. Saya menjadi saksi
atas laporan Ationg.  Setelah itu terdakwa
dengan orang tuanya datang kerumah
ingin gadai sertifikat rumah," ungkapnya.

Terdakwa Vivi mendengar kesaksian
saksi dihadapan majelis hakim merasa
keberatan. Ada tiga keterangan saksi
yang tidak diterima oleh terdakwa.

Hal ini dikatakan terdakwa saat majelis
hakim menanyakan pada saudara
terdakwa.

"Apakah saudara terdakwa merasa
keberatan dengan keterangan saksi,"
tanya hakim ketua Hari Supriyanto.

"Iya yang mulia," jawab terdakwa.
"Saya tidak pernah ambil uang arisan

secara kepada orang tua saksi ataupun
saksi . Sebelum ada panggilan dari
Polres, mereka sudah mengetahui arisan
itu bermasalah. Kemudian kalau mama
saksi  kena serangan jantung bukan
karena mengetahui arisan ini ber-
masalah," terang Vivi.

Butun Akan Lapor Orang Tua Vivi
Kasus perkara tindak pidana arisan

piauw dengan terdakwa Vivi Desimel
Yana (32), kini memasuki babak baru.

Pasalnya, terdakwa Vivi  yang
sebelumnya beracara sendir i dalam
persidangan kini telah didampingi oleh
penasehat hukum.

Vivi didampingi oleh penasehat hukum
dari kantor Deski & Partner. Pengacara
Vivi yang bernama Deski S.H ini ialah
merupakan pengacara perkara pidana
dan perdata dalam kasus Fist Travel
yang viral di nusantara.

Saat di temui Rakyat Pos, Deski
mengatakan bahwa dia menjadi peng-

acara Vivi  baru pada hari  in i. Jadi
berkaitan dengan saksi yang telah
diperiksa beberapa la lu belum bisa
banyak berkomentar.

Dia hanya bisa menerangkan terkait
keterangan saksi  yang kelima, yang
baru saja diperiksa oleh majelis hakim.

"Ya untuk saksi yang tadi, menurut
saya tidak ada korelasinya keterangan
terdakwa untuk dijadikan saksi untuk
persidangan ini. Karena saksi  ber-
anggapan dia melakukan transaksi arisan
dengan orang tua, jadi  t idak ada
korelasinya," kata Deski kepada Rakyat
Pos, Kamis (5/12/2019).

Diski menjelaskan, seharusnya Butun
tidak dijadikan saksi. Dan dengan empat
saksi dia merasa hal ini sudah cukup
dan tidak perlu menambah-nambah
saksi  lagi . "Seharusnya, dia tidak
dijadikan saksi untuk perkara ini. Saya
rasa dengan empat saksi yang saya
tidak tahu sampai dengan sekarang itu
sudah cukup untuk jaksa jadi tidak perlu
ditambah lagi," ujarnya.

Nantinya, disidang selanjutnya pihak

dari terdakwa Vivi akan menghadirkan
saksi yang bisa meringankan perbuatan
terdakwa. Karena dalam hal ini terdakwa
tidak ada niat untuk melakukan hal
tersebut. "Untuk saksi meringankan kita
berupaya, mungkin sekitar ada dua
saksi yang akan kita siapkan. Pada saat
saksi  dari  JPU selesai  kami bisa
menghadirkan," ucapnya.

Sementara itu, Anton Ridwan alias
Butun kepada Rakyat Pos mengatakan,
akan melaporkan orang tua terdakwa
dalam terkait dengan arisan ini.

Sebetulnya, orang tua Butun dalam
hal ini tidak berurusan dengan terdakwa
Vivi Desimel Yana. Sebab yang
menawarkan arisan piauw ini ialah orang
tua Vivi. "Kami tidak mau tahu dengan
Vivi, yang kami tahu yang menawarkan
arisan ini ialah orang tua Vivi yaitu Afuk,"
kata Butun.

"Seperti  yang tadi saya tegaskan
kepada jaksa dalam persidangan boleh
gak saya melapor. Namun kata hakim
itu urusan yang berbeda dari perkara
ini," pungkasnya. (dodi/3)

Optimalkan Publikasi, Pegawai Kejari Dilatih Menulis Berita
 Berharap Pokja Jurnalis Dapat Tularkan Teknik

TOBOALI - Dalam rangka meng-
optimalkan publikasi kegiatan Kejari
Basel dalam rangka pembangunan
zona integritas menuju Wilayah Bebas
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBK dan WBBM), Pe-
gawai di Lingkungan Kejaksanaan
Negeri (Kejari) Bangka Selatan dilatih
menulis berita, melalui Kegiatan In
House Training Pelatihan Jurnalistik.

Kejari Bangka Selatan, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Safrianto
Zuriat Putra melalui Kepala Sub
Bagian Pembinaan Kejari Bangka
Selatan, Adam di Toboali, Kamis (5/
12/2019) mengatakan, 'In House
Training' berupa Pelatihan Jurnalistik
dilaksanakan dalam rangka untuk

meningkatkan kemampuan dan ka-
pasitas pegawai kejaksaan untuk dapat
menulis berita guna mendukung
publikasi kegiatan masing masing seksi.

"Pelatihan ini, dilaksanakan dalam
rangka meningkatkan kemampuan
rekan rekan  pegawai kejaksaan
khsususnya teknik teknik menulis
publikasi masing - masing kegiatan
seksi," ujar dia.

Ia mengatakan, selama ini, banyak
masyarakat yang belum tahu kegiatan
Kejari, untuk itu Kejaksaan Negeri
menggandeng Pokja Jurnalis Bangka
Selatan untuk memberikan pelatihan
teknik - teknik penulisan berita dengan
tujuan masyarakat mengetahui kegiat-
an yang di laksanakan Kejari Basel.

"Kadang saat kami ke lapangan sering
menemui masyarakat banyak yang
tidak tahu Kejaksaan itu apa, untuk itu
kami mengevaluasi diri dan berupaya
agar lebih dikenal salah satunya melalui
publikasi kegiatan," kata Adam.

Selain itu, hal ini juga merupakan
salah satu indikator bahwa Kejari
Bangka Selatan sudah membangun
Zona Integritas, khususnya publikasi
kegiatan Kejari.

"Kami berharap rekan rekan Pokja
Jurnalis Basel dapat menularkan tek-
niknya sehingga ada peningkatan ke-
mampuan, khususnya rekan rekan
yang sering share kegiatan kerjari baik
di medsos maupun website," harap dia.

Ketua Pokja Jurnalis, Basel Dedy
Irawan mengatakan, Pelatihan Jurna-
listik ini, merupakan kegiatan rutin

dilaksanakan oleh pokja setiap tahun,
dan kali ini bekerja sama dengan Kejari
Bangka Selatan.

"Pelatihan ini, merupakan kegiatan
rutin yang kami laksanakan, dan kali
ini, kami membagi teknik dasar menulis
berita bagi pegawai Kejaksaan guna
mengoptimalkan publikasi kegiatan
Kejari," kata dia.

Ia berharap melalui kegiatan ini,
dapat meningkatkan semangat rekan
- rekan jaksa untuk menulis kegiatan
Kejari Basel, agar dapat dipublikasikan.

"Semoga hal ini memberikan man-
faat kepada rekan - rekan jaksa,
khususnya dalam mendukung ke-
giatan publikasi kegiatan Kejari Bangka
Selatan," pungkasnya. Hadir dalam
pelatihan ini Jaksa, Pegawai dan Ho-
norer Kejari Bangka Selatan. (raw/3)

Bupati Dorong
OPD Segera

Selesaikan Semua
Kegiatan

SUNGAILIAT - Bupati
Bangka, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Mulkan men-
dorong seluruh organisasi pe-
rangkat daerah (OPD) segera
menyelesaikan semua kegiatan
sebelum akhir anggaran 2019.

"Saya minta seluruh OPD
dapat bekerja cepat merealisasi-
kan semua kegiatan hingga
maksimal 15 Desember 2019,"
ungkap Bupati Bangka, Mulkan
di Sungailiat, Kamis (5/12/2019).

Dikatakan dia, realisasi ke-
giatan di semua OPD tahun ini
akan menjadi penilaian ter-
sendiri untuk kegiatan kerja
tahun berikutnya.

"Minimal sampai tanggal 15
Desember 2019, semua ke-
giatan sudah terealisasi sampai
90 persen di masing-masing

OPD," ujarnya. Bupati menga-
takan, keberhasilan pelaksa-
naan kegiatan menjadi indikator
bagi Pemerintah Pusat dalam
menentukan keberhasilan pe-
merintah daerah.

"Tingkat capaian kegiatan
pemerintah daerah juga akan
mempengaruhi dengan transfer
dana dari Pemerintah Pusat
yang bersumber dari APBN,"
jelasnya. Bupati mengingatkan,
bagi OPD yang realisasi kegiatan
baru mencapai 75 persen agar
segera dipercepat karena waktu
semakin dekat batas akhir.

"Saya minta semua OPD
untuk segera berkoordinasi
dengan pihak terkait jika meng-
alami kendala di lapangan agar
kegiatan cepat diselesaikan,"
tegas Bupati. (ant/3)

Pemkab Bangka Perbaiki
80 Rumah Tidak Layak Huni

SUNGAILIAT - Peme-
rintah Kabupaten (Pemkab)
Bangka, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, memperbaiki
80 unit rumah tidak layak huni
di daerah itu yang tersebar di
delapan kecamatan.

Kepala Dinsos, Pemberda-
yaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bangka Arman Agus
di Sungailiat, Kamis (5/12/2019)
mengatakan, tujuan perbaikan
rumah tidak layak huni itu untuk
meningkatkan kualitas tempat
tinggal fakir miskin melalui
perbaikan dengan prioritas atap,
lantai, dan dinding serta fasilitas
mandi cuci kakus (MCK).

“Ke-80 unit rumah yang
dilakukan rebah tersebut ter-
sebar di delapan kecamatan
setelah sebelumnya dilakukan
verifikasi oleh tim yang di-
tunjuk,” ujarnya.

Dikatakan, sumber anggaran
bersumber dari pemerintah
pusat sebesar Rp15 juta per unit
yang diperuntukkan biaya
material rumah.

Sementara dana yang ber-

sumber dari pemerintah daerah,
kata dia, sebesar Rp4 juta diper-
untukkan biaya upah pembuatan
bangunan atau upah tukang.

Menurutnya, masyarakat
penerima manfaat program
tersebut adalah yang sudah
tercantum dalam data base
terpadu dengan dibagikan un-
tuk penerima bantuan pangan
nontunai dan program keluarga
harapan (PKH).

“Baik pemerintah pusat mau-
pun daerah terus memaksimal-
kan penanganan rumah tidak
layak huni guna meningkatkan
taraf kesejahteraan masyara-
kat,” katanya.

Menurutnya, bantuan terse-
but langsung ditransfer ke re-
kening warga penerima ban-
tuan dan dapat langsung di-
manfaatkan untuk kegiatan
rehab rumah tidak layak huni.

“Program ini mendorong
masyarakat lainnya untuk
membantu atau bergotong
royong seperti dalam pem-
buatan kamar mandi dan tem-
pat tidur,” imbuhnya. (ant/3)

Pembangunan Gedung Kejari
Basel Sudah Capai 97 Persen

TOBOALI - Progres Pem-
bangunan Gedung baru Kejari
Bangka Selatan Provinsi Kepu-
lauan Bangka Belitung telah
mencapai 97 persen, dan di
prediksi rampung sebelum masa
kontrak yang ditentukan habis.

“Awal Desember kemarin
Kami sudah melakukan rapat
evaluasi dan dapat laporan dari
PPK serta hasil dari supervisi
pembangunan kantor baru
sudah mencapai 97 persen,” ujar
Kasi Intelijen Kejari Bangka
Selatan Dodi Purba di Toboali,
Kamis (5/12/2019).

Ia mengatakan, dari hasi pro-
gres pembangunan yang telah
dicapai, secara pribadi dirinya
meyakini pekerjaan tersebut
akan selesai sebelum 225 hari
kontrak yang diberikan habis.

“Secara pribadi saya optmis
pekerjaan yang batas akhirnya
tanggal 20 Desember akan sele-
sai sebelum masa kontrak habis,

saya prediksi paling pekan de-
pan sudah rampung,” kata dia.

Menurut dia, dalam progres
pengerjaan pembangunan ter-
sebut ada sedikit kendala, yakni
tenaga kerja kurang karena
akhir tahun banyak dipakai,
namun hal tersebut bukan jadi
penghambat untuk percapatan
pembangunan gedung baru ini.

“Rencananya di pertengahan
januari 2020 kantor yang baru
dibangun akan segera di fung-
sikan, namun terlebih dahulu
akan dilakukan pekerjaan in-
terior,” jelasnya. Gedung yang
baru dibangun ini sudah meme-
nuhi standar dari Kemenpan RB
untuk meraih WBK dalam hal
fasilitas pelayanan publik.

“Mudah - mudahan dengan
gedung ini, menjadi semangat
dan motivasi baru bagi kami agar
lebih semangat melayani ma-
syarakat khususnya di bidang
hukum,” pungkasnya. (ant/3)

Sidang kasus arisan piauw dengan terdakwa Vivi Desimel
Yana (32) terus bergulir di Pengadilan Negeri
Tanjungpandan, Kamis (5/12/2019) kemarin. (foto: dodi)

Ketua Pokja Jurnalis,
Basel Dedy Irawan saat

menyampaikan materi
berkenaan dengan
Jurnalistik kepada

Pegawai Kejaksaan
Negeri Bangka Selatan.

(foto: istimewa)

Gedung Kejaksaan Negeri Bangka Selatan
yang dibangun sudah mencapai 97 persen
dan hampir rampung. (foto: ant)
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Kemenhub Tindak Lanjuti
Indikasi Pelanggaran Garuda

Dirut Dicopot, Saham Garuda Anjlok
JAKARTA - Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan
segera menindaklanjuti dugaan
pelanggaran peraturan per-
undang-undangan pada pener-
bangan GA 9721 rute Tou-
louse, Prancis-Jakarta dengan
registrasi pesawat PK-GHE tipe
Airbus 330-900 Neo bernomor
seri 1947.

Pesawat Garuda yang ter-
bang dari Toulouse menuju
Jakarta dalam rangka ferry
flight itu diduga membawa
kargo tidak sesuai dengan ke-
tentuan yang berlaku.

Ferry flight adalah pengiriman
pesawat baru yang langsung
diterbangkan ke tujuan dan tidak
diangkut dengan pesawat lain.

Direktur Jenderal Perhu-
bungan Udara Polana B Pra-
mesti di Jakarta, Kamis (5/12),
mengatakan pihaknya telah
menginstruksikan untuk mela-
kukan pendalaman atas infor-
masi tersebut kepada Inspektur
Penerbangan Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah I guna
mendapatkan bukti adanya
pelanggaran yang dilakukan
oleh PT Garuda Indonesia.

Selanjutnya Polana me-
nyampaikan bahwa pener-
bangan ferry flight (dalam dan
luar negeri), wajib memiliki
persetujuan terbang (flight ap-
proval/FA) serta tidak diper-
bolehkan untuk membawa
kargo dan penumpang dengan
tujuan komersial.

Namun apabila terdapat

kargo dan penumpang yang
harus diangkut, lanjut dia, itu
merupakan bagian yang tidak
terpisahkan guna mendukung
operasional penerbangan ferry
flight tersebut seperti awak
pesawat tambahan/extra crew,
teknisi pesawat udara, inspektur
penerbangan,  komponen
pesawat udara, dan tools and
equipments.

Berdasarkan hasil penda-
laman tersebut, apabila PT.
Garuda Indonesia terbukti
melakukan pelanggaran, Pola-
na menegaskan akan dikenakan
sanksi sesuai dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor
PM 78 Tahun 2017 tentang
Pengenaan Sanksi Administratif
Terhadap Pelanggaran Per-
aturan Perundang-Undangan
di Bidang Penerbangan.

“Kepada seluruh operator
penerbangan ditegaskan untuk
berkomitmen terhadap peme-
nuhan peraturan perundang-
undangan agar tercipta pe-
nerbangan selamat, aman dan
nyaman," katanya.

Dirut Dicopot, Saham
Garuda Anjlok

Harga saham PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk  anjlok
pada Kamis (4/12), setelah
Menteri BUMN Erick Thohir
menyatakan akan member-
hentikan Direktur Utama (Dirut
Garuda Indonesia Ari Askhara
terkait kasus motor Harley
Davidson dan sepeda Brompton.

Pada penutupan perda-

gangan saham hari ini, saham
maskapai plat merah berkode
emiten GIAA tersebut ter-
koreksi 4 poin atau 0,08 persen
menjadi Rp496.

Saham GIAA sendiri sebenar-
nya sempat menguat di sesi
pertama perdagangan hingga
ke level Rp515. Namun pada
sesi kedua melemah hingga
sempat menyentuh Rp490 atau
2 persen.

Dalam sebulan terakhir,
performa saham GIAA sendiri
secara akumulatif memang
menurun yaitu terkoreksi
hingga 15,21 persen.

Adapun frekuensi perda-
gangan saham GIAA hari ini

tercatat sebanyak 2.670 kali
transaksi dengan jumlah saham
yang diperdagangkan sebanyak
23,82 juta lembar saham senilai
Rp11,85 miliar.

Harga saham GIAA saat ini
memang turun lebih dari 30
persen dibandingkan harga saat
Penawaran Umum Perdana
(IPO) 750 pada hampir sem-
bilan tahun yang lalu.

Sebelumnya Menteri BUMN
Erick Thohir akan member-
hentikan Direktur Utama
Garuda Indonesia Ari Askhara
terkait kasus sepeda Brompton
dan motor Harley Davidson
yang ditemukan di dalam
pesawat baru Garuda Airbus

A330-900 oleh Bea Cukai
beberapa waktu lalu.

Garuda Indonesia menda-
tangkan pesawat baru, yakni
Airbus A330-900 yang bertolak
dari Toulouse, Prancis, pada
Sabtu 16 November 2019 dan
tiba di Bandara Soekarno-Hatta
Cengkareng pada Minggu, 17
November siang.

Pesawat itu mendarat di
hanggar nomor 4 milik Garuda
Maintenance Facility (GMF)
Aero Asia. Pihak Bea Cukai
menemukan beberapa suku
cadang (sparepart) motor besar
yang tidak diproduksi di Indo-
nesia dalam bagasi pesawat.
(ant)

JAKARTA - Indonesia berpartisipasi dalam bazar amal yang
diselenggarakan United Nation Women Guild (UNWG) di
Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Jenewa, Swiss, pada
3 Desember 2019.

Bazar amal ini diikuti oleh negara-negara anggota PBB di
mana hasil penjualan akan disumbangkan kepada perempuan
dan anak-anak di sebagian negara yang membutuhkan,
demikian keterangan tertulis PTRI Jenewa, Kamis (5/12).

Untuk pelaksanaan bazar ini, PTRI Jenewa bekerjasama
dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) PTRI Jenewa yang
kini dipimpin Ibu Non Kleib.

Pada bazar ini, terdapat dua macam stan yang disediakan
yaitu stan kerajinan dan stan makanan tradisional dari negara
peserta bazar.

Di stan kerajinan Indonesia, dijual sejumlah pernak-pernik
seperti perhiasan berbahan mutiara air tawar, syal motif batik,
aneka kerajinan kayu seperti door stopper, tatakan kayu motif
batik, serta beberapa barang lainnya didatangkan langsung dari
Tanah Air. Selain itu, dipasarkan pula baju dan celana batik
serta tenun Indonesia di stan tersebut.

Sedangkan di stan makanan, Indonesia menjual nasi goreng,
mi goreng, sate ayam, dan rendang. Tidak hanya itu, dijual
pula kue-kue tradisional Indonesia seperti onde-onde, bakwan,
risoles, pastel, dadar gulung, dan panada.

“Di stan kerajinan, perhiasan mutiara yang paling banyak
diborong pengunjung. Sementara di stan makanan, mi goreng
dan sate ayam termasuk makanan favorit yang paling laris
diserbu oleh pengunjung bazar. Sedangkan untuk jenis kue,
bakwan sayur yang paling laris terjual habis sejak awal,” kata
Non Kleib.

Dharma Wanita Persatuan (DWP) PTRI Jenewa
berpartisipasi dalam bazar amal PBB di Jenewa, Swiss, Senin
(3/12/2019). (PTRI Jenewa)

Bahkan, ketika makanan telah habis terjual pun, pembeli
masih mengantre untuk membeli makanan khas Indonesia,
terutama kue kue tradisional.

Akhirnya ibu- ibu yang bertugas di stan makanan berinisiatif
untuk menjual beberapa kue yang awalnya disediakan untuk
panitia.

“Rasa lelah hilang sudah, terbayar dengan larisnya makanan
dan kerajinan Indonesia. Stan kita juga mendapatkan
kehormatan karena dikunjungi Direktur Jenderal Kantor PBB
di Jenewa, Tatiana Volavaya,” kata Non Kleib.

Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga ikut menjual
kerajinan dan makanan dari negara asalnya, seperti Mesir,
Tiongkok, Turki, Jerman, Malaysia, Jepang, Pakistan, dan
India.

Sebagian hasil penjualan dari stan kerajinan dan makanan
Indonesia telah disumbangkan ke UNWG untuk membantu
perempuan dan anak-anak yang membutuhkan di sebagian
negara. (ant)

RI Berpartisipasi dalam
Bazar Amal PBB

BP Jamsostek Dituntut
Inovatif Garap Pasar Milenial

DENPASAR - Anggota
Dewan Pengawas BPJS Kete-
nagakerjaaan (BP Jamsostek)
Puspita Wulandari meng-
harapkan BPJS Ketenagakerja-
an melakukan berbagai upaya
inovatif dan kreatif untuk
menggarap pasar generasi
milenial yang semakin banyak
menggeluti bisnis digital.

“Insan BPJS Ketenagakerjaan
harus punya inovasi dan kreasi
bagaimana bisa meraih mereka
(generasi milenial) untuk bisa
gabung dalam program jamin-
an sosial ketenagakerjaan,” kata
Puspita saat menghadiri pera-
yaan HUT ke-42 BP Jamsostek
di Denpasar, Kamis (5/12),

Menurut dia,  tidak bisa
dipungkiri generasi milenial
sekarang lebih senang bekerja
di sektor informal, online com-
merce juga sudah luar biasa,
mulai dari menjual hijab, sepatu,
buah dan sebagainya.

“Dengan ulang tahun yang
ke-42, bukan umur yang main-
main lagi karena mendekati 50
tahun. Cita cita mulianya adalah
bisa meng-cover seluruh
pekerja Indonesia di luar ASN,”
ucap Puspita.

Hingga saat ini, lanjut dia,
peserta BP Jamsostek masih
didominasi pekerja formal
karena untuk menjangkaunya
relatif lebih terukur, tinggal
masuk ke perusahaan dan bisa
mudah menjaring 1.000-2.000
peserta.

“Sedangkan untuk yang
informal harus head to head,
man to man, dengan pangsa
pasar yang besar dan menyebar.
Oleh karena itu, dibutuhkan
cara yang inovatif, misalnya
dengan pendekatan platform,
ada unicorn-unicorn seperti
Tokopedia, Bukalapak, Gojek,
Grab dan sebagainya. Semen-
tara untuk mendekati UKM,
bisa berkoordinasi dengan
sejumlah kementerian terkait
dan BUMN,” ucapnya.

Edukasi kepada masyarakat,
tambah Puspita, juga meme-
gang peranan yang penting.
Tentunya edukasi yang harus
benar-benar bersifat inovatif
karena harus merambah ke

semua wilayah.
“Apalagi untuk daerah

dengan keterbatasan jaringan
internet, insan BP Jamsostek
harus turun langsung melaku-
kan interaksi. Sedangkan untuk
kota-kota besar, bisa dijangkau
dengan layanan berbasis apps,”
ujarnya.

Di samping itu, pihaknya
mendorong manajemen dan
direksi BP Jamsostek untuk
menampilkan testimoni atas
manfaat yang diterima mas-
yarakat yang telah menjadi
peserta BP Jamsostek, karena itu
menjadi salah satu keunggulan
BP Jamsostek.

“Contohnya ada kejadian
yang begitu membekas, saat saya
mengunjungi Kantor Cabang
Kepanjen, di Jawa Timur. Ada
tukang bakso yang kecelakaan
karena roda gerobaknya patah,
lalu menimpa penjual bakso
tersebut. Karena sudah menjadi
peserta, biaya operasi dan
pengobatan tukang bakso itu
gratis sampai benar-benar
sembuh dan dicover pula uang
hariannya sesuai dengan yang
berapa dibayarkan,” katanya.

Keunggulan lainnya, layanan
klaim dari BP Jamsostek yang
cukup cepat, sehingga pihaknya
sangat mengapresiasi layanan
yang sudah semakin dipercepat
dan dipermudah itu.

Sementara itu, Kepala
Kantor BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Bali Denpasar Mo-
hamad Irfan menambahkan,
terkait pendekatan pada peker-
ja informal, telah dilakukan
melalui berbagai komunitas di
desa-desa, melibatkan pihak
pasar, hingga komunitas perajin
dan UKM.

“Kita harus melakukan pen-

dekatan yang anti-mainstream,
jadi bukan pendekatan hukum,
tetapi pendekatan manfaat.
Kami sampaikan bahwa dengan
premi yang kecil, manfaat yang
diperoleh besar. Kami tidak
menaikkan iuran, tetapi ber-
usaha menaikkan manfaat,”
ucap Irfan.

Mengenai bertumbuhnya
usaha rintisan, dia tidak
memungkiri ada kesulitan untuk
mengetahui mereka mempe-
kerjakan berapa orang, padahal
aktivitas bisnisnya ada.

Menurut Irfan, sektor infor-
mal yang sudah menjadi peserta
kurang 10 persen dari jumlah
potensi yang ada. “Karakteristik
dari sektor informal itu pen-
dapatannya tidak tetap, ada
juga yang daya belinya tidak
cukup meskipun sangat ingin
menjadi peserta, sehingga ak-
hirnya lebih memilih membeli
beras dibandingkan ikut BP
Jamsostek,” katanya.

Oleh karena itu, tambah
Irfan, memang diperlukan kerja
keras untuk terus menyosia-
lisasikan betapa manfaat besar
yang bisa diperoleh menjadi
peserta BP Jamsostek.

Rangkaian HUT ke-42 di BP
Jamsostek Cabang Bali Den-
pasar, tak hanya diisi dengan
seremonial pemotongan tum-
peng, juga dimeriahkan berba-
gai jenis perlombaan antar-
karyawan, di antaranya kuis
soal pengetahuan program dan
produk-produk BP Jamsostek,
balap karung, hingga lomba hias
(makeup) suami yang diikuti
ikatan istri karyawan, serta
pembagian cenderamata dan
kupon makanan kepada mas-
yarakat yang mengunjungi BP
Jamsostek. (ant)

Lumpur dan Bungkil
Sawit Bisa Jadi Pakan

Alternatif  Unggas
PADANG - Guru besar

Universitas Andalas (Unand)
Padang Prof Nuraini menge-
mukakan lumpur dan bungkil
sawit dapat menjadi pakan
alternatif bagi ternak unggas
dan berdasarkan penelitian
yang dilakukan memiliki kan-
dungan gizi dan protein yang
cukup baik.

“Limbah pertanian seperti
lumpur dan bungkil sawit dapat
dimanfaatkan sebagai pakan
alternatif bagi ternak unggas di
tengah masih mahalnya bahan
pakan berkualitas yang meng-
andung gizi tinggi,” kata dia di
Padang, Sumatera Barat, Kamis
(5/12).

Ia menyampaikan hal itu
pada orasi ilmiah pengukuhan
sebagai guru besar tetap dalam
bidang Ilmu Teknologi Pakan
pada Fakultas Peternakan
Unand dengan judul “Optimasi
Nutrisi Pakan Asal Limbah Agro
Industri dengan Fungsi Ligno-
selulolitik dan Hipokoles-
teronomik Untuk Unggas.”

Menurut dia, diperlukan
pakan yang murah karena
pakan konvensional masih
diimpor seperti jagung dan
bungkil kedelai, dan pema-
kaiannya masih bersaing de-
ngan kebutuhan manusia.

Ia mengatakan beberapa
pakan alternatif yang bisa
digunakan seperti lumpur dan
bungkil sawit  bisa diperoleh
dengan harga yang lebih murah.

Prof Nuraini menyebutkan
Indonesia merupakan produ-

sen minyak kelapa sawit ter-
besar di dunia dengan total
produksi 22,5 juta ton per
tahun.

Berdasarkan data yang di-
himpun pada 2015 areal
perkebunan sawit di Indonesia
mencapai 11,2 juta hektare dan
2016 naik menjadi 11,9 juta
hektare.

makin berkembangnya per-
kebunan kelapa sawit, kata dia,
tentu akan menghasilkan
limbah yang tinggi mencapai
45-46 persen dari pengolahan
kepala sawit yang dihasilkan.

Menurutnya, setiap satu ton
pembuatan minyak sawit
menghasilkan sekitar 2-3 ton
lumpur dan bungkil sawit.
Lumpur sawit mempunyai
kandungan gizi protein kasar
11,30 persen, serat kasar 25,67
persen, lignin 22,15 persen,
selulosa 22,45 persen dan energi
metabolisme 1.549 kilo kalori
per kilogram.

Ia menemukan selama ini
lumpur sawit yang dihasilkan
industri pengolahan sawit
belum dimanfaatkan secara
ekonomis.

Sementara bungkil sawit
mengandung protein kasar
16,60 persen, lemak 6,45 persen
sehingga juga bisa dijadikan
pakan ternak, ujarnya.

Untuk menyiasati kendala
tingginya serat kasar dan
rendahnya protein kasar dapat
dilakukan fermentasi menggu-
nakan kapang lignoselulotik.
(ant)



Menag Optimistis Kuota
Haji Jadi 231 Ribu

salah satu poin yang tercantum
dalam nota kesepahaman pe-
nyelenggaraan ibadah haji dua
negara. MoU tersebut ditanda-
tangani oleh Menteri Haji dan
Umrah Arab Saudi, Muham-
mad Saleh bin Thahir Benten,
dengan setiap menteri yang
bertanggung jawab dalam pe-
nyelenggaraan haji, termasuk
Menag Fachrul.

Kuota dasar jemaah haji
Indonesia yang tertuang dalam
nota berjumlah 221 ribu, terdiri
atas 204 ribu kuota jamaah haji
reguler dan 17 ribu kuota je-
maah haji khusus. Namun, ada
klausul Indonesia mengajukan
penambahan sebesar 10 ribu.

Menurut Menag, jika per-
mohonan Indonesia diterima,
maka kuota 10 ribu tersebut
bersifat tambahan, bukan kuota
dasar. Menag belum dapat
memastikan kuota 231 ribu itu
akan menjadi kuota dasar. Hal
itu perlu dibahas bersama da-
lam kesepakatan Konferensi
Tingkat Tinggi Organisasi Kerja
Sama Islam (KTT OKI).

Sementara kuota petugas,
kata dia, sedang diajukan agar
menjadi 4.200 dari 4.100 slot.

Dia mengatakan negosiasi
penambahan kuota sangat erat
kaitannya dengan fasilitas di
Mina yang sangat terbatas
sehingga persoalan menambah
slot jamaah haji bagi Indonesia
terjadi tarik ulur. (ant)

JAKARTA - Menteri Aga-
ma Fachrul Razi optimistis
pemerintah Arab Saudi akan
menambah kuota haji Indo-
nesia tahun 1441 Hijriyah/2020
Masehi menjadi 231 ribu.

"Pihak Saudi memahami
kebutuhan Indonesia untuk
tambahan kuota," kata Fachrul
setibanya di Bandara Soekarno-
Hatta, Cengkareng, Kamis (5/
12), usai melakukan kunjungan

kerja ke Arab Saudi dalam
rangka penandatanganan MoU
Penyelenggaraan Haji 1441
Hirjiyah/2020 Masehi.

Dalam siaran persnya, Menag
mengatakan Saudi meminta

agar Indonesia mengajukan
kuota secara khusus dan akan
dipertimbangkan.

"Kalau saya lihat, mereka
sudah siap untuk 'ngasih'," kata
dia. Adapun kuota haji menjadi
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Menag Optimistis Kuota
Haji Jadi 231 Ribu

JAKARTA - Menteri Agama
Fachrul Razi optimistis pemerintah
Arab Saudi akan menambah kuota
haji Indonesia tahun 1441 Hijriyah/
2020 Masehi menjadi 231 ribu.

"Pihak Saudi memahami kebu-
tuhan Indonesia untuk tambahan
kuota," kata Fachrul setibanya di
Bandara Soekarno-Hatta, Cengka-
reng, Kamis (5/12), usai melakukan
kunjungan kerja ke Arab Saudi
dalam rangka penandatanganan
MoU Penyelenggaraan Haji 1441
Hirjiyah/2020 Masehi.

Dalam siaran persnya, Menag
mengatakan Saudi meminta agar
Indonesia mengajukan kuota secara
khusus dan akan dipertimbangkan.
"Kalau saya lihat, mereka sudah siap
untuk 'ngasih'," kata dia.

Adapun kuota haji menjadi salah
satu poin yang tercantum dalam nota
kesepahaman penyelenggaraan
ibadah haji dua negara. MoU ter-
sebut ditandatangani oleh Menteri Haji
dan Umrah Arab Saudi, Muhammad
Saleh bin Thahir Benten, dengan
setiap menteri yang bertanggung

jawab dalam penyelenggaraan haji,
termasuk Menag Fachrul.

Kuota dasar jemaah haji In-
donesia yang tertuang dalam nota
berjumlah 221 ribu, terdiri atas
204 ribu kuota jamaah haji reguler
dan 17 ribu kuota jemaah haji
khusus. Namun, ada k lausul
Indonesia mengajukan penam-
bahan sebesar 10 ribu.

Menurut Menag, jika permohonan
Indonesia diterima, maka kuota 10
ribu tersebut bersifat tambahan,
bukan kuota dasar. Menag belum
dapat memastikan kuota 231 ribu itu
akan menjadi kuota dasar. Hal itu
perlu dibahas bersama dalam
kesepakatan Konferensi Tingkat
Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam
(KTT OKI). Sementara kuota pe-
tugas, kata dia, sedang diajukan
agar menjadi 4.200 dari 4.100 slot.

Dia mengatakan negosiasi pe-
nambahan kuota sangat erat kaitan-
nya dengan fasilitas di Mina yang
sangat terbatas sehingga persoalan
menambah slot jamaah haji bagi
Indonesia terjadi tarik ulur. (ant)

SEA Games 2019
Tundukkan Laos 4-0 Timnas Indonesia ke Semifinal

JAKARTA - Tim nasional Indo-
nesia U-22 mengamankan tiket
semifinal setelah menundukkan
Laos dengan skor 4-0, dalam
pertandingan terakhir Grup B SEA
Games 2019, Kamis.

Tambahan tiga poin membawa
Indonesia naik ke peringkat kedua
klasemen akhir, setelah pada per-
tandingan yang dimainkan dalam
waktu berbarengan Vietnam ber-
main imbang 2-2 dengan Thailand.
Pada klasemen akhir, Vietnam
menjadi juara grup dengan 13 poin,
Indonesia di peringkat kedua de-
ngan 12 poin, sedangkan Thailand
di peringkat ketiga dengan 10 poin.

Indonesia akan berhadapan
dengan juara Grup A Myanmar pada
semifinal yang dimainkan Sabtu (7/
12) sore. Sedangkan Vietnam akan
bertemu Kamboja pada hari yang
sama. Garuda Muda membuka
keunggulan saat pertandingan baru
berlangsung lima menit melalui gol

Saddil Ramdani,seperti dipantau
dari siaran langsung.

Saat itu posisi Indonesia belum
aman karena Thailand sedang
unggul dua gol atas Vietnam berkat
gol Supachai Jaided dan Suphanat
Mueanta. Keunggulan yang mem-
bawa Thailand untuk sementara
memuncaki klasemen grup.

Namun, Vietnam mampu mem-
perkecil ketertinggalannya pada
menit ke-15 melalui gol Nguyen
Tien Linh. Gol itu membawa
Vietnam kembali ke puncak kla-
semen Grup B.

Indonesia kembali membobol
gawang Laos pada menit ke-47,
kali ini melalui upaya Osvaldo Haay.
Gol tersebut sekaligus membawa
Indonesia menggeser Vietnam
untuk turun ke peringkat kedua.

Vietnam kemudian mampu me-
nyamakan kedudukan menjadi 2-2
melalui eksekusi penalti Nguyen
Tien Linh. Gol yang mengembalikan

Vietnam ke posisi teratas klasemen.
Indonesia memperbesar ke-

unggulan mereka atas Laos berkat
eksekusi penalti kapten Andy
Setyo. Penalti itu sempat diulang,
namun Andy mampu menjalankan
tugasnya dengan sempurna.

Menjelang pertandingan usai,
Osvaldo mengemas gol keduanya

di pertandingan ini. Untuk me-
mastikan keunggulan besar In-
donesia atas Laos, sekaligus
mengamankan jalan ke semifinal.

Thailand yang merupakan juara
bertahan medali emas sepak bola
SEA Games harus pulang lebih
awal karena hanya berada di
peringkat ketiga. (ant)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid
Baswedan mengumumkan prestasi yang diraih oleh
Jakarta baru-baru ini, yakni sebagai satu dari tiga
kota terbaik di dunia dalam perbaikan transportasi.

"Ini pengumuman awal, karena 'award'-nya
diberikan Januari besok, satu dari kota terbaik di dunia
dalam perbaikan transportasi," kata Anies saat
menghadiri peluncuran inovasi layanan E-TLE
Development Program Polda Metro Jaya, Kamis (5/
12). Menurut Anies, capaian ini adalah hasil dari kerja
bersama semua pihak, terutama Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta dan Kepolisian dalam penyediaan
transportasi publik yang terintegrasi serta layanan
penindakan berbasis teknologi.

Anies mengapresiasi inovasi-inovasi yang dikem-
bangkan oleh Polda Metro Jaya. Seperti sistem tilang
elektronik menggunakan kamera super canggih atau
"Electronic Traffic Law Enforcement" (E-TLE).

Menurut dia, dengan pendekatan ini telah terjadi
perubahan di Jakarta.

"Jakarta adalah kota megapolitan terbesar di
belahan selatan dunia dan apa yang kita lakukan di
Jakarta sebetulnya rujukan bagi beberapa tempat,

tidak hanya di Indonesia tapi tempat-tempat lain di
dunia," kata Anies.

Tantangan pengelolaan lalu lintas di Jakarta, kata
dia, harus diselesaikan dengan kolaborasi dan
memanfaatkan terobosan teknologi.

Anies membeberkan perkembangan transportasi
di Jakarta. Pada tahun 1999 jumlah pengguna
kendaraan pribadi sebesar 49 persen penduduk dan
pengguna kendaraan umum 51 persen.

Tetapi kini angka tersebut berbalik. Pengguna
transportasi pribadi tinggal 23 persen dan 77 persen
dari warga Jakarta menggunakan kendaraan umum.

Menurut dia, selama warga Jakarta masih meng-
gunakan kendaraan pribadi maka masalah kemacetan
akan selalu hadir.

"Jadi salah satu solusinya adalah memindahkan
penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum,"
kata Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tersebut.

Anies mengakui memindahkan penggunaan
kendaraan pribadi ke kendaraan umum tidak mudah
karena harus didukung kenyamanan dan kepastian
waktu tempuh. (ant)

Jakarta Kota Terbaik Dunia
Perbaikan Transportasi
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 PAN Gelar Rakernas
7 Desember 2019

JAKARTA - Partai Amanat
Nasional (PAN) akan menye-
lenggarakan rapat kerja
nasional V di Hotel Milenium
Jakarta pada Sabtu (7/12).

Peserta rakernas merupakan
pengurus harian Dewan
Pimpinan Pusat PAN, Ketua
Majelis Pertimbangan PAN
(MPP),  Ketua Mahkamah
Partai, Ketua Dewan Pimpinan
Wilayah seluruh Indonesia yang
jumlahnya diperkirakan men-
capai 750 orang.

“Selain itu kami juga meng-
undang Ketua Dewan Pim-
pinan Daerah kabupaten/kota
di Indonesia untuk menjadi
peninjau kegiatan tersebut dan
juga anggota legislatif serta
eksekutif  PAN sehingga
diperkirakan bersama peninjau
mungkin 1.000-an orang (yang
hadir pada rakernas),” ujar
Ketua Organizing Committee
(OC) Rakernas PAN Rosaline
Rumaseuw saat temu pers di
kantor DPP PAN Jakarta,
Kamis (5/12) .

Agenda tunggal rakernas
nanti ialah untuk menentukan
waktu, tanggal dan juga tempat
penyelenggaraan kongres PAN
mengingat masa periodisasi
kepengurusan DPP PAN
menurut AD/ART akan segera

berakhir selambat-lambatnya
lima tahun dan berakhir pada
2020.

Ketua Steering Committee
Rakernas PAN Saleh Daulay
Partaonan mengungkapkan
ketika rapat panitia penye-
lenggara (Steering Committee/
SC) Rakernas PAN menye-
pakati jika Kongres akan di-
selenggarakan pada kisaran
bulan Februari - Maret 2020.

Mengenai tempat penye-
lenggaraan kongres, menurut
Saleh, saat ini DPP PAN sudah
mengirimkan surat ke DPW
PAN seluruh Indonesia untuk
mau menawarkan diri menjadi
tuan rumah penyelenggaraan
Kongres tersebut.

“Kami berharap nanti surat
kesiapsediaan dan proposal
teman-teman dari wilayah itu
akan diverifikasi baik dari SC
maupun DPP PAN,” kata Saleh.

Setelah proses verifikasi,
beberapa DPW yang dianggap
memenuhi kualifikasi akan
diusulkan ke dalam rakernas,
dan pada saatnya nanti, para
peserta rakernas sendiri yang
akan menentukan salah satu
dari DPW yang dianggap me-
menuhi kriteria dan kualifikasi
sebagaimana diharapkan.

Tema rakernas nanti adalah

bersatu meraih kemenangan.
Saleh mengatakan, makna
filosofisnya luas sekali,
mengingat saat ini persatuan
adalah kunci untuk meng-
himpun energi dan tenaga yang
cukup besar dalam rangka
menghelat pesta politik besar
selanjutnya setelah pemilihan
presiden dan wakil presiden
yaitu dilaksanakannya Pilkada
serentak 2020.

“Ada sekitar 270 kabupaten/
kota menyelenggarakan pil-
kada pada saat itu. Maka dari
itu, kami ingin menghimpun

semua kekuatan yang ada
untuk bersatu supaya meraih
kemenangan maksimal di
perhelatan politik tersebut,”
ujar Saleh.

Saleh berharap kongres nanti
berlangsung baik, santun, tertib,
aman, dan damai, sehingga para
peserta tidak sampai terpecah-
belah dalam menjalani
dinamika kompetisi internal
menentukan Ketua Umum
PAN dan kepengurusan PAN
berikutnya, dan menjadi kuat
karena ada persatuan di tingkat
internal.

Tema persatuan itu tak hanya
untuk kalangan internal namun
juga diperuntukkan bagi
masyarakat luas sehingga
diharapkan masyarakat juga
mengedepankan persatuan dan
kesatuan untuk keluar dari
berbagai macam problematika
bangsa saat ini.

“Oleh karena itu kami meng-
ajak masyarakat bersama-sama
membangun bangsa dan
negara, karena pemerintah
tidak bisa sendiri tanpa bantuan
masyarakat Indonesia,” ujar
Saleh. (ant)

Munas X Golkar Hasilkan
10 Pernyataan Politik

JAKARTA - Munas X Partai Golkar hari ketiga, di Hotel
Ritz Carlton, Jakarta, Kamis, menghasilkan 10 pernyataan
politik Partai Golkar, salah satunya dukungan terhadap
Omnibus Law sesuai harapan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan politik itu dibahas oleh Komisi C Munas X Golkar
yang dipimpin politisi Golkar Ace Hasan Syadzily.

“Setelah mencermati perkembangan dinamika kehidupan
berbangsa dan bernegara serta merespon berbagai pandangan,
aspirasi dan pikiran yang berkembang selama Munas X, Partai
Golkar menyampaikan pernyataan politik,” kata Ace Hasan di
Jakarta, Kamis (5/12).

Berikut 10 pernyataan politik Partai Golkar yang dibacakan
di arena Munas X Golkar:

1. Sebagai pembela dan pengamal Pancasila, Partai Golkar
senantiasa konsisten melaksanakan ideologi Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam
kaitan itu Golkar mengajak seluruh komponen bangsa
meneguhkan mengamalkan dan menyosialisasikan Pancasila
sejak usia dini serta memperjuangkan lahirnya UU Pengamalan
Nilai-Nilai Pancasila.

2. Partai Golkar mendorong terwujudnya kehidupan
keagamaan yang moderat, toleran dan menghargai perbedaan,
serta tidak memberikan ruang ke pihak manapun yang ingin
melakukan tindakan radikalisme yang dapat mencederai nilai
kemanusiaan dan merusak kehidupan kebangsaan. Oleh karena
itu Partai Golkar berkomitmen bekerja sama dengan ormas-
ormas keagamaan untuk melakukan pembinaan demi
terwujudnya kehidupan moderasi beragama.

3. Partai Golkar berpandangan bahwa proses demokrasi
sudah berjalan dengan baik (on the track) meski perlu
disempurnakan. Untuk itu maka demokrasi di Indonesia harus
terus didorong ke arah penguatan sistem presidensial, penguatan
partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan Pemilihan
Presiden dan Pemilu Legislatif, serta perlunya kajian secara
mendalam amandemen UUD 1945.

4. Partai Golkar mendukung kebijakan debirokratisasi agar
pemerintahan efektif dan responsif dalam memberikan
pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas sebagai
kelanjutan dari reformasi birokrasi melalui penataan dan
peningkatan kompetensi ASN dengan prinsip kaya fungsi dan
miskin struktur.

5. Partai Golkar mendukung rencana pemerintah
memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia ke
Kalimantan Timur dengan mempercepat penerbitan UU Ibu
Kota Negara Republik Indonesia.

6. Partai Golkar mendorong agar Indonesia dapat berperan
aktif dalam politik luar negeri yang bebas aktif dalam kancah
geopolitik internasional yang saling menguntungkan
perekonomian Indonesia.

7. Partai Golkar mendorong iklim ekonomi yang kondusif
dengan memanfaatkan potensi investasi dalam negeri dan direct
foreign investment yang dapat menggerakkan sektor riil
perekonomian nasional dan berorientasi ekspor antara lain
seperti manufaktur, industri argo (perkebunan, pertanian),
perikanan,  tambang dan migas. Investasi ini juga
mengutamakan sumber daya lokal dan bahan baku produksi
dalam negeri. Selain itu kebijakan ekonomi tersebut juga harus
memperhatikan secara konsisten konsep ekonomi hijau dan
rendah karbon (green economic and low carbon).

8. Partai Golkar berpendapat hakikat perjuangan politik
adalah untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial melalui
percepatan pencapaian SDGs antara lain pengentasan
kemiskinan, kesenjangan, pengangguran, penghapusan stunting,
pelayanan kesehatan, penghapusan kekerasan terhadap
perempuan, pemberantasan narkoba dan masalah sosial lainnya.

9. Partai Golkar mendukung kebijakan menderegulasi
perundang-undangan dengan skema Omnibus Law demi
penciptaan iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional
dan akan menjadi pondasi menuju kesejahteraan masyarakat
Indonesia.

10. Partai Golkar mendorong penegakan hukum yang lebih
tegas dengan perbaikan kinerja penegak hukum termasuk
pemberantasan korupsi dengan indikator penegakan hukum
yang menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan,
pengutamaan pencegahan pelanggaran hukum dan manajemen
sistem penegakan hukum yang efisien dan efektif. (ant)

Istana Minta Seluruh
Pejabat Serahkan LHKPN
Januari 2020

JAKARTA - Pihak Istana menjelaskan seluruh pejabat yakni
menteri, wakil menteri, hingga staf khusus presiden
menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) tidak melebihi tenggat waktu yakni pada Januari
2020.

"Harus segera, semuanya saya lihat berjanji Januari selesai,
karena perlu sebulan lah," kata Juru Bicara Presiden, Fadjroel
Rachman, di halaman Istana Negara, Jakarta pada Kamis (5/12).

Menurut Fadjroel, pelaporan LHKPN sederhana namun
dengan pendataan objek yang lebih detil.

Dia menambahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah
meminta semua pejabat tersebut menyelesaikan LHKPN.

Komisi Pemberantasan Korupsi masih menanti LHKPN dari
sejumlah pejabat termasuk wakil menteri serta Staf Khusus
Presiden dalam Kabinet Indonesia Maju yang belum
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN).

Hingga pada 3 Desember 2019, masih ada enam menteri
dan empat wakil menteri yang belum menyerahkan LHKPN.

Proses penyampaian LHKPN untuk penyelenggara negara
itu masih dapat dilakukan hingga 20 Januari 2020, yaitu
maksimal 3 bulan setelah menjabat sebagai penyelenggara
negara.

KPK dapat memberi asistensi jika menteri, wakil menteri,
maupun staf khusus presiden mengalami kendala soal
penyampaian LHKPN melalui "call center" 198. (ant)

"Harus segera,
semuanya saya lihat
berjanji Januari
selesai, karena perlu
sebulan lah,"

Dewan Pers: Media Massa
Jaga Keberimbangan

Pemberitaan
NUSA DUA  - Ketua

Dewan Pers  Muhammad
Nuh mengharapkan seluruh
media massa harus mampu
menjaga keberimbangan
dalam pemberitaan dan me-
nyikapi era digital dengan
tepat.

“Media massa harus peka
dengan perkembangan za-
man. Era digital membawa
perubahan besar. Termasuk
juga mampu memberikan
pengetahuan melalui pe-
nyebaran berita kepada kaum
milineal,” kata dia pada acara
sosialisasi “Survei Indeks
Kemerdekaan Pers 2019” di
Nusa Dua, Bali, Rabu (4/12).

Ia mengatakan era digital
akan mempercepat penye-
baran berita kepada publik,
terlebih berkembangnya
media sosial.

Akan tetapi, kata dia, belum
semuanya memahami dari
konten media sosial tersebut
seperti apa. Oleh karena itulah
tugas dari media massa
memberitakan sesuai sesuai
dengan kode etik jurnalistik.

“Peran penting dari media
massa adalah mampu
memberikan berita sesuai

dengan fakta dan kejadian
secara independen dan
berimbang. Langkah ini juga
memberikan keberimbangan
seperti apa yang ditulis di
media sosial oleh publik secara
vulgar, sehingga masyarakat
akan semakin mengerti apa itu
media massa dan apa itu
media sosial,” ujar Nuh yang
juga mantan Mendikbud itu.

Wakil Ketua Dewan Pers
Hendry Chairudin Bangun
mengatakan berdasarkan data
oplah media cetak sudah
semakin menurun seiring
dengan perkembangan media
digital.

“Kondisi era digital semua
berpengaruh di segala bidang,
termasuk juga media massa
dalam bentuk cetak. Sekarang
oplahnya menurun drastis.
Begitu juga ke depan dengan
kemajuan teknologi, kita tidak
tahu juga media ‘online’ akan
nasibnya seperti apa. Namun
dari data yang sangat keli-
hatan sekarang adalah media
cetak yang oplahnya terus
merosot. Itu terjadi di seluruh
dunia, dan Indonesia juga
mengalami hal tersebut,” ucap
dia. (ant)

PKS Terbuka Mengusung
Siapapun di Pilkada 2020

JAKARTA - Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) memastikan
terbuka mengusung siapa pun
sebagai kepala daerah, bukan
dari kalangan Muslim atau
kader parpol saja.

“Dari sejak awal kita sudah
seperti itu, lihat di Papua,
contoh yang paling nyata Pak
Lucas,  adalah bupati dan
gubernur, dari bupati sampai
gubernur dua periode diusung
PKS, kan tidak ada masalah,
sesuai dengan kondisi kebatinan
di daerah itu,” kata Presiden
PKS, Sohibul Iman seusai Rapat
Kerja Fraksi PKS se-Indonesia
di Jakarta, Kamis (5/12).

PKS memberikan kebebasan
kepada kepada DPD dan DPW-
nya untuk menjaring calon
yang dianggap tepat serta
berkoalisi dengan partai politik
manapun ketika mengusung
calon kepala daerah di Pilkada
2020.

Kalau PKS mengatur batasan
pada pengurus di daerah dalam
berkoalisi, maka menurut
Sohibul nantinya malah akan
mengakibatkan kekakuan-
kekakuan ketika mengikuti
kontestasi Pilkada.

“Pilkada ini targetnya sudah
jelas dan juga bagaimana
koalisinya, formatnya juga

sudah kita berikan berupa
kebijakan, jadi saya kira jelas
lah,” katanya.

PKS memutuskan untuk me-
ningkatkan target kemenangan
pada Pilkada serentak 2020,
parpol tersebut ingin menang
setidaknya 60 persen dari selu-
ruh gelaran pemilihan kepala
daerah yang diikuti pada 2020.

“Pada tiga kali pilkada yang
lalu keikutsertaan kita yaitu
sekitar 90 persen, nah di 2020
dari 270 pilkada setidaknya kita
bisa mengikuti 90 persen, dan
60 persennya kita menangkan
dengan berkoalisi bersama
partai lain,” ujarnya. (ant)

DPR Usulkan UU Pemilu
dan Pilkada Disatukan

JAKARTA - Anggota
Komisi II DPR RI dari Fraksi
Partai Gerindra Kammrus-
samad mengusulkan agar
dilakukan revisi UU Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilu
dan UU Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pilkada, dan
kedua UU tersebut disatukan
sesuai konsep omnibus law yang
disampaikan pemerintah.

"Omnibus law adalah solusi
Revisi UU Pemilu No.7/17 dan
UU Pilkada No.10/16, kedua
UU tersebut digabungkan men-
jadi satu," kata Kammrussamad
di Jakarta, Kamis (5/12).

Dia menjelaskan ruang
lingkup revisi UU tersebut
diperlukan pada empat aspek,
pertama, sistem kepemiluan
meliputi dari Pemilu serentak

dengan lima kotak suara Pilpres,
DPR, DPD, DPRD Propinsi dan
DPRD Kabupaten/kota menjadi
opsinya.

Menurut dia ada dua wacana
yang berkembang yaitu
pemisahan dengan pendekatan
serentak khusus Nasional Yaitu
Pilpres, DPR, DPD dan serentak
Daerah yaitu DPRD Propinsi,
DPRD Kabupaten/kota dan
Kepala daerah.

"Wacana dua, Pemilu se-
rentak Legislatif (DPR, DPRD,
DPD) dan serentak Eksekutif
(Presiden dan Kepala daerah).
Meninjau ulang Kursi tiap Dapil
dari 3 sampai 10 menjadi 3
sampai 8 maksimal untuk DPR
RI atau sebaliknya," ujarnya.

Aspek kedua menurut dia
yang perlu direvisi adalah

manajemen pemilu meliputi
Sistem Pemutakhiran data
Pemilih sampai Penetapan
DPT, Masa Rekapitulasi suara
yang terlalu panjang diganti
dengan rekap elektronik.

Ketiga menurut dia, aspek
penegakan hukum, penguatan
payung hukum terhadap pelaku
"kutu loncat" politik agar ada
efek jera sehingga melahirkan
pendidikan politik yang sehat
dan figur berintegritas

Dan keempat dia menilai
aspek aktor Pemilu meliputi
pembatasan Usia Maksimal
petugas Badan ad hoc khu-
susnya KPPS.

Sebelumnya, Baleg DPR RI
menetapkan RUU Pemilu ma-
suk dalam Prolegnas prioritas
2020. (ant)
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Budaya Pengelolaan Keuangan Negara
cara menghabiskan ang-
garan yang tersedia, di-
arahkan pada bagaimana
memperoleh output kegiatan
yang telah ditentukan dengan
kualitas yang sama atau lebih
baik namun dengan biaya
yang lebih rendah. Dengan
kata lain efisiensi anggaran
harus diterapkan dengan
optimal. Misalnya, jika ter-
dapat alokasi sebesar Rp100
juta untuk membangun se-
buah gedung, namun dalam
pelaksanaannya ternyata
dana yang dikeluarkan hanya
sebesar Rp 80 juta, maka
satuan kerja tidak perlu
berpikir untuk menghabiskan
sisa anggaran Rp 20 juta.
Atau mungkin jika diijinkan
oleh kantor pusatnya, sisa
anggaran tersebut dapat di-
belikan meubeler untuk me-
lengkapi isi gedung tersebut.
Sehingga, terwujudlah suatu
efisiensi dan optimalisasi
alokasi anggaran negara.

Di sisi lain, kecepatan
pelaksanaan anggaran da-
lam rangka pencapaian out-
put yang telah ditetapkan
menjadi sangat penting.
Semakin cepat pembangun-
an dilakukan maka semakin
cepat masyarakat merasa-
kan dampak dari pemba-
ngunan tersebut. Misalnya,
pembangunan pasar yang di
mulai di bulan Januari dan
selesai bulan Mei, dapat lebih
cepat dimanfaatkan oleh

patan pelaksanaan anggaran.
Proses perencanaan yang
dilakukan pada tahun se-
belumnya dan diakhiri dengan
kesepakatan terkait dengan
kegiatan apa saja yang akan
dilakukan dan jumlah dana-
nya, dapat dilihat hasilnya
dari alokasi dana di dalam
dokumen pelaksanaan ang-
garan sebagai jumlah yang
disepakati. Jadi, ketika pe-
rencanaan sudah matang,
maka di bulan November atau
Desember tahun anggaran
sebelumnya, satuan kerja
sudah mendapatkan infor-
masi tentang jenis kegiatan
dan alokasi dana yang di-
siapkan untuk tahun ang-
garan berikutnya.

Seharusnya, setelah me-
nerima informasi alokasi dana
tersebut, satuan kerja lang-
sung melakukan penyesuai-
an atas alokasi dana yang
diterima dan melakukan se-
jumlah persiapan pengadaan
barang dan jasa (seperti
pembuatan time frame dan
persiapan lelang). Sehingga,
belanja pemerintah sudah
dimulai di bulan Januari.

Selanjutnya, pada aspek
pelaksanaan, satuan kerja
diharapkan untuk tidak ter-
paku pada tingkat realisasi
anggaran semata, namun
harus lebih memperhatikan
tingkat ketercapaian target
output. Pola pikir yang se-
lama ini, adalah bagaimana

14 November 2019, yaitu
untuk mengubah pola pikir
dalam pelaksanaan ang-
garan. Garis start belanja
pemerintah yang biasanya
baru mulai dilakukan di te-
ngah tahun diarahkan untuk
dipercepat diawal tahun agar
masyarakat lebih cepat me-
rasakan dampak dari belanja
negara tersebut. Kemudian
bagaimana caranya?

Secara mendasar terdapat
tiga aspek pengelolaan ke-
uangan negara yang dilaku-
kan oleh satuan kerja dalam
kaitannya dengan kelancaran
pelaksanaan kegiatannya,
yaitu perencanaan, pelak-
sanaan dan pertanggung-
jawaban. Pada aspek pe-
rencanaan, jika melihat kon-
sep dan mekanisme peren-
canaan anggaran belanja
satuan kerja, maka satuan
kerja seharusnya sudah siap
untuk mengeksekusi alokasi
anggaran yang disediakan
mulai dari bulan Januari.
Namun demikian, pada ke-
nyataannya, satuan kerja
cenderung baru mulai berpikir
tentang kegiatan apa yang
akan dilaksanakan di awal
tahun anggaran. Sehingga
beberapa bulan awal akan
tersita untuk melakukan
perencanaan ulang atas
kegiatan yang akan dilakukan
di tahun berkenaan.

Kematangan perencanaan
menjadi kunci awal perce-

masyarakat dibandingkan
dengan pemabunan pasar
yang dimulai di bulan Sep-
tember dan selesai di bulan
Desember. Padahal dana
sudah tersedia dari awal
tahun anggaran.

Aspek yang ketiga adalah
aspek pertanggungjawaban
kegiatan dalam kaitannya
dengan pembayaran peker-
jaan. Aspek ini menjadi faktor
kunci dalam menentukan ke-
sempatan liburan akhir tahun
bagi para pengelola keuang-
an. Sebagaimana tertuang
pada pedoman pelaksanaan
pencairan dana APBN, tagih-
an paling lambat dibayarkan
paling lambat 17 hari kerja
setelah peyelesaian pekerja-
an. Namun, janganlah satuan
kerja terpaku pada angka 17
hari kerja, jika 1 hari kerja
dapat langsung dibayarkan.

Kecepatan dalam pemba-
yaran tagihan tersebut mem-
punyai dampak yang luar
biasa, baik bagi pengelola
keuangan maupun bagi ma-
syarakat. Selama ini, banyak
pekerjaan yang baru ditagih-
kan kepada negara lebih dari
17 hari kerja, sehingga terjadi
penumpukan pencairan dana
di akhir tahun anggaran.
Padahal, hal ini, seharusnya
bisa diminimalisir dengan
pelaksanaan kegiatan yang
merata di setiap bulan pada
tahun anggaran berkenaan,
dan disertai dengan pem-

bayaran tagihan yang cepat.
Jika hal tersebut dilaksana-
kan dengan konsisten oleh
satuan kerja, maka lembur di
akhir tahun anggaran dapat
diminimalisir bahkan dapat
dieliminasi.

Oleh penyedia barang dan
jasa, tagihan yang cepat
dicairkan setelah pekerjaan
selesai dilakukan juga dapat
digunakan sebagai pemba-
yaran tenaga kerja, pem-
belian bahan termin pekerja-
an selanjutnya, ataupun
modal pelaksanaan pekerja-
an lainnya. Pada akhirnya,
kecepatan pembayaran ta-
gihan tersebut berdampak
pada peningkatan perputaran
uang dan kegiatan pereko-
nomian di masyarakat.

Sebagai kesimpulan, de-
ngan perubahan budaya dan
pola pikir pelaksanaan ke-
giatan dan pengelolaan ke-
uangan negara, maka akhir
tahun akan menjadi lebih
baik. Beban pekerjaan pe-
ngelolaan keuangan negara
yang tidak terfokus hanya
pada akhir tahun anggaran
secara tidak langsung juga
akan meningkatkan kualitas
pekerjaan dan kualitas pe-
ngelolaan keuangan negara
yang lebih efektif, efisien, dan
akuntabel.

Perubahan pola pikir bu-
kanlah tergantung pada ke-
mampuan, namun tergantung
penuh pada kemauan.

Akhir tahun anggaran se-
olah-olah menjadi momok
yang tak terhindarkan, karena
disibukkan oleh proses pen-
cairan dan pertanggung-
jawaban anggaran satuan
kerja (sebutan bagi instansi
pemerintah yang mengguna-
kan dana APBN). Ironisnya,
karena terjadi berulang setiap
tahunnya, hal tersebut telah
dianggap sebagai kondisi
yang dimaklumi.

Namun demikian, dibalik
pemakluman tersebut, mun-
cul sebuah pertanyaan, “Bisa-
kah kondisi ini diubah, se-
hingga para pengelola ke-
uangan satuan kerja dapat
menikmati liburan akhir tahun
bersama-sama dengan ma-
syarakat lainnya?” Jawaban
atas pertanyaan tersebut
adalah “Ya” dengan syarat
bahwa satuan kerja mau
merubah budaya pelaksa-
naan kegiatan dan penge-
lolaan keuangannya.

Sebagaimana Pak Jokowi
berpesan kepada para Men-
teri dan para Gubernur pada
acara Penyerahan DIPA dan
Dana Transfer Daerah (mu-
dahnya disebut sebagai dana
APBN) Tahun Anggaran 2020
di Istana Negara pada tanggal

Melawan Perlambatan Ekonomi dengan Amunisi Teknologi
Sementara, penguatan SDM
melalui sistem pendidikan formal
bersifat jangka panjang. Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
Nadiem Makarim di Kompas 100
CEO Forum di Jakarta, Kamis 28
November 2019 lalu, memper-
kirakan, jika semua pihak ber-
partisipasi, dampak perbaikan
pendidikan baru akan dirasakan
lima belas tahun kemudian. Oleh
karena itu, perlu terobosan dalam
jangka pendek ini.

Sebagai wujud dari upaya
pemerintah untuk mendukung
pengembangan dan pemanfaatan
teknologi dalam melawan per-
lambatan ekonomi dan menguat-
kan ekonomi kreatif, maka pe-
merintah menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 74 Tahun 2017
tentang Peta Jalan Sistem Per-
dagangan Nasional Berbasis
Elektronik (Road Map E-Com-
merce) Tahun 2017-2019 yang
sudah diberlakukan sejak tanggal
3 Agustus 2017 lalu.

Untuk menghadapi tekanan
ekonomi global, pemerintah terus
berusaha menangkap sektor al-
ternatif sebagai upaya mening-
katkan pertumbuhan ekonomi ne-
gara, salah satunya melalui in-
dustri berbasis brainware yang di
dalamnya adalah industri kreatif
dan industri digital. Dikutip dari
situs Kementerian Koordinator
Perekonomian (Kemenko), sela-
ma ini perkembangan ekonomi
kreatif telah berkembang cukup
pesat. Hal ini bisa dicermati dari
hasil survei yang diadakan oleh
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
bekerjasama dengan BPS, hasil
survei menyebutkan bahwa telah
terjadi peningkatan besaran PDB
Ekonomi Kreatif di tahun 2014
sebesar Rp785 triliun menjadi
Rp853 triliun, dan berkontribusi

Memperhatikan bahwa ekono-
mi daerah yang merupakan
bagian integral dari ekonomi
nasional sangat dipengaruhi oleh
perekonomian global yang akhir-
akhir ini, tengah mengalami pe-
lambatan. Artinya, fakta pelam-
batan begitu nyata, sementara
imbasnya akan menjalar ke
seluruh dunia sampai dengan ke
seluruh pelosok daerah. Penye-
babnya, perdagangan global nya-
ris macet total, sedangkan mata
rantai produksi tercerai-berai.

Efek pelambatan global sudah
mulai berimbas pada pereko-
nomian RI. Pertumbuhan triwulan
III-2019 hanya 5,02 persen atau
pertumbuhan terendah sejak
triwulan III-2017. Kemenkeu
memperkirakan pertumbuhan
sepanjang 2019 hanya akan
sekitar 5,04 persen. Menghadapi
fakta tersebut, ekonom negeri ini
berupaya menyusun berbagai
skenario kebijakan guna me-
relaksasi perekonomian agar
pelambatan tidak berlanjut,
bahkan diupayakan kembali naik.

Dalam berbagai literatur dan
referensi ekonomi, seringkali
disinggung bahwa salah satu
upaya signifikan untuk melawan
perlambatan ekonomi ini adalah
melalui pemanfaatan teknologi
secara tepat sebagai bagian dari
faktor produksi. Pertanyaannya
kemudian adalah bagaimana
disrupsi teknologi bisa menjadi
faktor penentu upaya meng-
hindari siklus pelambatan eko-
nomi? Secara konseptual, tek-
nologi bersama tenaga kerja dan
modal merupakan faktor produksi
yang apabila dikelola secara
efisien akan meningkatkan pro-
duktivitas. Adopsi teknologi bisa
maksimal jika kualitas sumber
daya manusia (SDM) memadai.

MENCERMATI kondisi eko-
nomi daerah kita dalam beberapa
tahun belakangan ini, kita patut
khawatir. Lihat saja, data series
pertumbuhan ekonomi yang di-
hitung oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) Babel menunjukkan angka
yang fluktuatif dan bahkan cen-
derung semakin lambat di tahun
2018 lalu. Setelah awalnya sem-
pat mengalami perlambatan di ta-
hun 2015 jika dibandingkan dengan
tahun 2014. Namun, kabar baik-
nya pada tahun 2016 dan 2017
perekonomian di Babel meng-
alami peningkatan dibandingkan
tahun sebelumnya 2015. Pereko-
nomian global yang semakin
membaik pasca resesi yang sem-
pat terjadi tahun 2013 mengaki-
batkan peningkatan permintaan
terhadap beberapa komoditas lo-
kal seperti timah, karet dan kelapa
sawit. Namun di tahun 2018 kem-
bali terjadi perlambatan pertum-
buhan ekonomi. Secara kuantitatif
pertumbuhan ekonomi Babel se-
cara berturut-turut dari tahun 2014
sampai dengan 2018 adalah 4,09
persen, 3,90 persen, 4,50 persen,
4,83 persen, dan 4,67 persen.

terhadap total PDB nasional
sebesar 7,38 persen di tahun
2015. Angka pertumbuhan ter-
sebut diperkirakan akan terus
meningkat hingga mencapai 12
persen di tahun 2019. Hal ini
diperkuat pula dengan perubahan
signifikan dari jumlah pengguna
internet di Indoensia yang telah
mencapai 51,8 persen dari total
penduduk Indonesia.

Selain upaya pemerintah dalam
menjaga pertumbuhan ekonomi
di tengah tekanan ekonomi glo-
bal sebagai telah diurai di atas,
di sisi lain pelaku usaha harus
mampu juga menemukan pe-
luang baru di tengah stagnasi
ekonomi global ini. Merupakan
keniscayaan, bahwa di setiap
tantangan tersembuyi peluang
untuk menyelesaikannya. Sering-
kali, teknologi dianggap faktor
kunci pemanfaatan peluang bis-
nis, seperti terjadi pada Toko-
pedia, Go-Jek, Traveloka, Bukala-
pak, dan usaha start-up lainnya.

Pada prinsipnya teknologi se-
benarnya hanyalah instrumen pe-
nunjang dalam daktor produksi.
Faktor utama yang penting dalam
produksi adalah SDM. Data BPS
menyebutkan bahwa dari total jum-
lah penduduk bekerja di Indonesia
pada Agustus 2019 yang se-
banyak 126,51 juta jiwa, sekitar
57,54 persen di antaranya berlatar
belakang pendidikan SD dan SMP.
Sebesar 18,33 persen berlatar
berpendidikan SMA, Sekolah
Menengah Kejuruan 11,73 persen,
Diploma I-III sebesar 2,7 persen
dan Universitas 9,7 persen. Ini
berarti bahwa tenaga kerja di Indo-
nesia masih di dominasi oleh pe-
kerja dengan latar belakang pen-
didikan SD dan SMP ke bawah.

Berkenaan dengan hubungan
tenaga kerja dan peluang tekno-

Oleh: Irsyadinnas

logi ini, setidaknya ada dua hal
yang harus menjadi perhatian. Per-
tama adalah mengadopsi tekno-
logi yang sifatnya sederhana, te-
pat guna, namun bisa mendong-
krak produktivitas secara nyata.
Adopsi teknologi di sektor mikro
dan menengah bisa menjadi salah
satu terobosan penting agar
terjadi peningkatan kinerja sektor
yang merupakan 97 persen en-
titas dunia usaha di Indonesia.

Kedua, meningkatkan kapa-
sitas melalui program pelatihan
di bidang teknologi. Kartu Indo-
nesia Kerja salah satunya di-
arahkan untuk reskilling atau
upskilling pekerja. Kerja sama
dengan institusi profesional
penyedia keterampilan menjadi
salah satu kunci keberhasilan,
selain merevitalisasi balai latihan
kerja yang sudah ada. Selain itu,
bisa juga mendorong dunia usaha
agar memberi fasilitas pelatihan

karyawan untuk menguasai
ketrampilan baru berbasis digital.

Mengakhiri tulisan ini, penulis
menyampaikan catatan khusus
bahwa, seluruh elemen bangsa,
baik pemerintah dan terutama du-
nia usaha, khususnya para pela-
ku usaha di bidang ekonomi krea-
tif harus terus berkarya dan ber-
inovasi, salah satunya melalui pe-
manfaatan teknologi dalam pro-
ses bisnis agar bisa berselancar
dengan baik di tengah pusaran
gelombang hambatan ekonomi.
Pemanfaatan teknologi sebagai
amunisi untuk membantu kita
menemukan kebaruan cara guna
efektivitas dan efesiensi biaya
produksi dan merevitalisasi
perekonomian kita secara me-
nyeluruh untuk menuju per-
cepatan ekonomi berkelanjutan.

Statistisi Pemda Belitung
Timur

Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Bangka, Pulau Belitung
dan Total Bangka-Belitung (persen), 2014-2018

Sumber: BPS Babel, 2019

S
EKARANG su-
dah masuk di bu-
lan Desember.
Bagi sebagian
besar masyara-
kat, akhir tahun
identik dengan
libur panjang dan

traveling. Anak sekolah pun
akan menikmati libur se-
mesteran di akhir tahun. Akan
tetapi, bagi para pejabat dan
pegawai pengelola keuang-
an, terutama keuangan ne-
gara, bulan Desember selalu
dihiasi dengan kegiatan lem-
bur untuk menyelesaikan
prosesi akhir tahun anggaran.
Bahkan di instansi tertentu
tidak diperbolehkan untuk
mengambil cuti tahunan.

Suhartono
Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



10 Sergap
RAKYAT POS - Jumat, 6 Desember 2019

Pesta Sabu, Perawat dan Sopir
Ambulans RSUD Dipecat

SUKA MAKMUE -
Oknum perawat dan sopir
ambulans Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Sultan Iskandar
Muda Kabupaten Nagan Raya,
Provinsi Aceh, dipecat setelah
ditangkap polisi pada hari Senin
(2/12) terkait dengan dugaan
kasus pesta sabu-sabu.

“Perawat dan sopir ambulans

yang diduga mengonsumsi
sabu-sabu ini sudah dipecat,”
kata Direktur RSUD Nagan
Raya drg. Doni Asrin di Suka
Makmue, Rabu (4/12).

Menurut Doni Asrin, status
kedua oknum tersebut adalah
tenaga harian lepas (THL) atau
pegawai honorer di rumah sakit.

Tindakan tegas itu, lanjut dia,

untu memberikan efek jera
kepada pegawai lainnya agar ke
depan tidak lagi mengulangi
perbuatan serupa karena me-
ngonsumsi narkoba merupakan
pelanggaran hukum.

Ia juga mengapresiasi langkah
petugas kepolisian yang mela-
kukan penangkapan terhadap
seorang perawat, sopir ambulans,

dan seorang warga sipil yang
diduga sedang pesta sabu di
kompleks rumah sakit setempat.

Khusus warga sipil yang ikut
tertangkap, kata drg. Doni
Asrin, berasal dari warga yang
menetap di sekitar kompleks
rumah sakit.

Doni Asrin menduga para
pelaku sengaja menjadikan

rumah sakit sebagai sarana
untuk mengonsumsi narkotika
jenis sabu-sabu karena mereka
menganggap tempat itu aman
dari pantauan aparat penegak
hukum.

“Kayaknya sudah keenakan
mereka itu, dipikir aman. Biar
sajalah diproses polisi,” kata Doni
Asrin menambahkan.(ant)

Polda Riau Sita Narkoba Puluhan Miliar Rupiah
PEKANBARU - Direktorat

Reserse Narkoba Polda Riau
dan jajaran berhasil mengga-
galkan petedaran 31,8 kilogram
sabu-sabu, 25.027 ekstasi, 802
Happy Five serta 6,5 kilogram
ganja kering senilai puluhan
miliar rupiah selama operasi
intensif yang digelar tiga pekan
terakhir.

“Ini merupakan hasil Operasi
Anti Narkoba yang digelar
secara masif sejak 11 November
hingga 2 Desember ini,” kata
Kepala Bidang Humas Polda
Riau Kombes Pol Sunarto di
Pekanbaru, Kamis (5/12).

Dia mengatakan seluruh
barang bukti narkoba itu disita
dari 429 tersangka. Mulai dari
pengedar hingga bandar tak
luput digulung polisi. Tak hanya
itu, polisi juga turut menyita
empat pucuk senjata api dari
tangan tersangka.

Direktur Reserse Narkoba
Polda Riau Kombes Pol Suhir-
man menambahkan meski ope-
rasi ini berakhir, perang terhadap
narkoba masih berlanjut.

Apalagi menjelang pergantian
tahun, yang dia sebut potensi
peredaran narkoba akan
meningkat.

“Kami punya kalender
kegiatan, akan dilakukan razia
di tempat-tempat terindikasi
peredaran narkoba, baik itu
terbuka dan tertutup,” tegas
Suhirman.

Dalam operasi tahun ini,
Suhirman menyatakan adanya
pola berbeda dan ada modus

baru dari beberapa tersangka
untuk mengelabui petugas.

“Ada juga melawan saat di-
tangkap, sehingga terpaksa
ditembak. Intinya dalam setiap
pengungkapan, keselamatan
petugas di lapangan diutama-
kan,” terang Suhirman.

Di sisi lain, Riau tak hanya
sebagai jalur perlintasan atau
tempat singgah saja. Sejumlah
daerah di Bumi Lancang
Kuning, khususnya Pekanbaru,
juga menjadi tempat peredaran,
bahkan ada yang memproduksi.

“Tahun ini ada home industri

atau tempat pembuatan pil
ekstasi yang digerebek. Ada
dua tersangka,” jelas Suhirman.

Berikutnya untuk memis-
kinkan bandar ataupun pe-
ngendali peredaran narkoba
yang telah ditangkap, Suhirman
menyebut akan menerapkan

tindak pidana pencucian uang
(TPPU). Memang tidak mudah
tapi hal ini harus dilakukan
sebagai efek jera.

“Tahun ada dua TPPU,
tahun sebelumnya juga ada
dan belum selesai prosesnya,”
kata Suhirman. (ant)

BNN: Penyalahguna
Narkoba Naik 0,03 Persen

JAKARTA - Badan Nar-
kotika Nasional (BNN) me-
nyebutkan tingkat penyalah-
guna narkotika dan obat-oba-
tan berbahaya mengalami
kenaikan sebesar 0,03 persen.

“Narkoba ini bukan hanya di
Indonesia, ya. Di seluruh dunia
hampir sama, tetapi di Indonesia
meningkat 0,03 persen,” kata
Kepala BNN Komjen Pol Heru
Winarko, di Kantor Kemenko
Polhukam, Jakarta, Kamis (5/12).

Menurut dia, jumlah pe-
nyalahguna narkoba di Indo-
nesia diperkirakan mencapai
lebih kurang 3,6 juta orang dari
rentang usia 15-65 tahun.

Ia mengatakan jenis narkoba
yang paling banyak disalah-
gunakan adalah ganja yang
terdata mencapai sekitar 63
persen.

“Yang paling banyak meng-
gunakan, 63 persen adalah jenis
ganja. Jadi kita sekarang fokus
di Aceh, di beberapa daerah,
pemusnahan lahan-lahan ganja
kita lakukan,” katanya.

Heru memastikan berbagai
upaya terus dilakukan BNN
untuk mengurangi tingkat pe-
nyalahgunaan narkoba, ter-
masuk menyosialisasikan agar
jangan sekali-kali mencoba
narkoba.

Sementara itu, Deputi Pem-
berantasan BNN Irjen Pol
Arman Depari menjelaskan
persoalan narkoba sudah men-
jadi persoalan yang dihadapi
banyak negara.

“Memang narkotika itu tidak
pernah ada satu negara saja yang
terlibat. Kalau dia sudah sin-
dikat internasional,” katanya.

Menurut Arman, masuknya
narkoba biasanya dari Malaysia
sebagai transit, sementara sum-
ber barang berasal dari sindikat
di Laos, Myanmar, dan Thailand.

“Nah dari sini sudah jelas kita
lihat bahwa sindikat yang terlibat,
terdiri dari beberapa kebangsaan.
Kalau kita lihat dari sumber
barangnya maka juga mereka
berada di teritorial beberapa
negara,” katanya.(ant)

Polisi Bongkar Sindikat
Peredaran Upal

SURABAYA - Kepolisian Daerah
Jawa Timur membongkar sindikat
peredaran uang palsu di Kabupaten
Jember dengan menangkap dua
tersangka berinisial UD dan SK.

“Dari pengungkapan itu kami
mengamankan uang palsu senilai
Rp633 juta,” ujar Kapolda Jatim Irjen
Pol Luki Hermawan saat merilis
kasus itu di Mapolda setempat,
Kamis (5/12).

Jenderal polisi bintang dua
tersebut mengatakan, pengung-
kapan itu berawal dari laporan
masyarakat terkait adanya pere-
daran uang palsu di wilayah
Jember.

“Ini berawal dari laporan masya-
rakat bahwa ada yang mencuri-
gakan dengan menawarkan peng-
gandaan uang, yakni uang Rp1 juta
akan diganti dan digandakan men-
jadi Rp3 juta,” ucapnya.

Dari laporan tersebut, anggota
kepolisian melakukan penyamaran
hingga akhirnya bisa mengungkap
temppat pembuatan uang palsu
yang dilakukan tersangka UD.

Sementara itu, Direktur Reserse
Kriminal Umum (Dirreskrimum)
Polda Jatim Kombes Pol Pitra
Ratulangi menambahkan sebelum-
nya tersangka UD menawarkan
kepada tersangka SK untuk mem-
buat uang palsu. Kemudian SK
tergiur dan mengirimkan uang
sebanyak Rp5 juta.

Setelah menerima uang palsu

dari UD, Sk menawarkan ke ma-
syarakat bahwa jika dirinya diberi
uang senilai Rp1 juta maka di-
gandakan menjadi Rp3 juta.

“Masyarakat yang curiga itu
dengan uang palsu kemudian
memberi informasi kepada kami.
Kami melakukan penyidikan dan
menemuka tempat serta pembuatan
alat-alatnya. Pertama UD membuat
desain dan mencetak uang palsu
itu. Kemudian uang-uang palsu
dibuat kasar seolah-olah uang
asli,” katanya.

Pitra menjelaskan, dari penga-
kuannya tersangka telah mela-
kukan tindak kejahatan itu selama
dua bulan dan mengedarkannya di
tempat pijatnya dan di sekitar
Jember.

“Pengakuan tersangka dia me-
ngedarkan uang itu di tempat
pijatnya. Adapun uang yang telah
diedarkan sekitar Rp10 juta,”
katanya.

Pada pengungkapan itu, selain
menyita uang palsu senilai Rp633
juta dengan pecahan Rp100 ribu,
polisi turut mengamankan barang
bukti uang palsu senilai Rp28 juta
dengan pecahan Rp50 ribu,
seperangkat alat komputer dan
dua printer.

Atas perbuatannya, dua ter-
sangka dijerat UU Nomor 7 Tahun
2011 Pasal 26 36 tentang Mata Uang
dengan ancaman hukuman paling
berat 15 tahun penjara.(ant)

 Terbukti Curi Onderdil

Lima Eks Karyawan PTDI
Divonis Penjara

BANDUNG - Lima mantan
karyawan PT Dirgantara Indo-
nesia (PTDI) oleh Majelis Ha-
kim Pengadilan Negeri (PN)
Bandung divonis 10 bulan
hingga 2,5 hukuman penjara
akibat mencuri onderdil pesa-
wat senilai Rp5,4 miliar.

“Majelis hakim menyatakan
para terdakwa terbukti secara
sah dan meyakinkan mela-
kukan tindak pidana pengge-
lapan onderdil pesawat terbang
PTDI senilai Rp 5,4 miliar,” kata
Hakim PN Bandung, Surya di
PN Bandung, Jalan L.L.R.E
Martadinata, Kota Bandung,
Kamis (5/12).

Dalam rincian putusannya,
hakim menyebut bahwa ter-
dakwa Agus Zaenudin divonis
2,5 tahun penjara, Indra Nanda
Lesmana 10 bulan penjara,
Mochamad Randenaswara 2,5
tahun penjara, Dian Hadiansyah
1,5 tahun penjara, Wawan
Kriswana 1,5 tahun penjara.

Kelima terdakwa tersebut
memiliki jabatan yang berbeda-

beda saat bekerja di PTDI, di
antaranya Agus dan Indra yang
menjabat Staf Gudang PTDI,
Randenaswara yang merupa-
kan Staf Umum PTDI, Dian
sebagai supervisor qulity inspec-
tion, dan Wawan yang meru-
pakan pekerja kontrak. Me-
reka divonis secara bersama-
sama telah menggelapkan 18
buah onderdil pesawat milik
PTDI.

Hakim menyatakan kelima
terdakwa terbukti melakukan
tindak pidana sesuai yang diatur
pada Pasal 374 KUHPidana Jo
Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana
Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Kasus itu bermula dari Agus
yang meminta Indra untuk
mengambil empat buah ko-
nektor onderdil pesawat untuk
diberikan kepada Randenas-
wara secara ilegal. Setiap on-
derdil berjenis konektor yang
dikeluarkan dari gudang, Indra
oleh Agus dibayar Rp500 ribu.

Akhirnya Agus dan Indra
menggasak sebanyak 18 buah

onderdil dari gudang yang
diberikan kepada Randenas-
wara. Kemudian onderdil ter-
sebut dijual oleh Randenaswawa
ke pihak luar dengan total nilai
keseluruhan Rp 429.500.000.

Uang dari hasil penggelapan
tersebut kemudian dibagikan
oleh Randenaswara kepada
Agus sebesar Rp358 juta. Se-
dangkan Randenaswara sendiri
mendapat sisanya yang ber-
jumlah Rp71 juta.

Dalam perkara ini, jaksa sebe-
lumnya menyebut Agus juga
melakukan aksinya setelah
diminta oleh Dian. Agus kem-
bali mendapat Rp45 juta setelah
menyerahkan satu buah onder-
dil inverter pesawat CN235 atas
permintaan Dian.

Sedangkan Dian mendapat
Rp 50 juta setelah memberikan
onderdil CN235 itu kepada
Wawan Kriswana. Dengan
demikian, PTDI diperkirakan
mengalami kerugian senilai
sekitar USD 374 ribu atau
sekitar Rp5,4 miliar dari 19 total
onderdil yang digelapkan oleh
lima terdakwa itu.(ant)

Hakim Tolak Nota
Keberatan Wawan

JAKARTA - Majelis hakim
pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) Jakarta me-
nolak keberatan yang diajukan
oleh Tubagus Chaeri Wardhana
alias Wawan dalam perkara
dugaan tindak pidana pencucian
uang dan dugaan korupsi.

“Menyatakan, mengadili,
bahwa eksepsi Tubagus Chaeri
Wardhana alias Wawan tidak
dapat diterima. Menyatakan
sah surat dakwaan penuntut
umum,” kata ketua majelis
hakim Ni Made Sudani saat
membacakan putusan sela di
pengadilan Tipikor Jakarta,
Kamis (5/12).

Adik mantan Gubernur Ban-
ten Ratu Atut Chosiyah,
Tubagus Chaeri Wardana alias
Wawan, didakwa melakukan
pencucian uang sejak 2005
hingga 2013 dengan nilai hingga
sekitar Rp579,776 miliar.

Sedangkan dalam perkara
korupsi, Wawan diduga mela-
kukan korupsi pengadaan alat
kedokteran RS Rujukan Banten
pada APBD TA 2012 dan
APBD-Perubahan 2012 dan
pengadaan alkes kedokteran
umum Puskesmas kota
Tangerang Selatan TA 2012
yang merugikan keuangan
negara hingga Rp94,317 miliar
dan menguntungkan dirinya
hingga Rp50,08 miliar.

“Memerintahkan penuntut
umum untuk melanjutkan
pemeriksaan perkara ini. Me-
nangguhkan biaya perkara
sampai putusan terakhir,” tam-
bah hakim Made.

Menurut hakim, majelis ha-
kim menilai surat dakwaan
yang dibuat jaksa penuntut

umum telah cermat, jelas dan
lengkap menyebutkan locus
delicti (tempat kejadian) dan
tempus delicti (waktu kejadian).

“Semua delik yang didak-
wakakan telah dijelaskan secara
cermat satu per satu dan dise-
butkan secara lengkap dan jelas
cara tindak pidana dilakukan
sehingga secara materiil dak-
waan telah memenuhi,” ungkap
hakim.

Dalam nota keberatannya
(eksepsi), penasihat hukum
Wawan, Maqdir Ismail
mengatakan KPK melakukan
penyitaan aset Wawan secara
sewenang-wenang karena KPK
banyak melakukan penyitaan
aset yang bukan milik Wawan
dan masih dalam keadaan
belum dibayar lunas.

Dampak dari penyitaan
sejumlah aset yang belum lunas
tersebut adalah Wawan terbe-
bani dengan cicilan pelunasan
yang bunga kreditnya semakin
bertambah.

Wawan pun mendapat somasi
dari PT Bank CIMB Niaga se-
bagai leasing mobil tersebut
dengan tagihan yang melonjak
dari semula Rp958.805.197
menjadi Rp3.838.693.320.

“Terhadap keberatan eksepsi
terdakwa tidak relevan sebagai
materi eksepsi karena masih
memerlukan pembuktian lebih
lanjut, menimbang bahwa surat
dakwaan penuntut umum telah
memenuhi pasal 143 KUHAP
dan keberatan terdakwa sudah
masuk dalam pembuktian
maka menurut majelis tidak
beralasan menurut hukum dan
keberatan tidak dapat
diterima,” tambah hakim.(ant)
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Dewan Sulit Terima Alasan Mulkan, ..............................................................
tersebar di Kabupaten Bangka.
Tentu dengan jumlah itu tidak
sedikit anggaran APBD yang
terkuras dan bisa mencapai
lebih dari 77 miliar per tahun,"
terangnya.

Jika terkait dengan alasannya
untuk mengantisipasi pensiunan
sebanyak 158 orang dan
mengurangi angka kemiskinan
dan pengangguran, itu sulit
diterima.

"Apalagi penerimaannya
dilakukan secara diam-diam
dan tertutup," singgungnya,
Kamis (5/12/2019).

Magrizan mengatakan solusi
menurunkan angka pengang-
guran bukan menerima honor-
er tapi memberikan keteram-
pilan dan pelatihan kepada
masyarakat serta UMKM mau-
pun bantuan modal sehingga
timbul entrepreneur baru.

"Kalau menerima honorer
secara besar-besaran tentu akan
membebani APBD kita, apalagi
saat ini dalam kondisi tidak
sehat. Kalau kita beri pelatihan
dan modal, maka akan ada
pengusaha baru dan mening-
katkan investasi yang bisa
menciptakan banyak lapangan

kerja bagi masyarakat Bangka,"
lanjutnya.

Politisi partai Hanura tersebut
mempertanyakan alasan bupati
melakukan perekrutan secara
tertutup melalui satu pintu saja.

"Jika memang benar alasan
kebijakan rekrutmen honorer
seperti yang disampaikan, me-
ngapa prosesnya tidak dilaku-
kan secara transparan. Ini
menjadi pemikiran kita, apakah
ini bentuk balas jasa kepada
penduduk waktu pilkada
kemarin," sindir Magrizan.

"Ada guru honor dibayar
Rp900 ribu sampai 1,1 juta
perbulan walau sudah meng-
abdi 10 sampai 20 tahun,
padahal mereka juga bermimpi
diangkat menjadi honorer tapi
tidak bisa karena mereka bukan
pendukung dalam pilkada atau
tidak ada kedekatan dengan
kepala dinas," ungkapnya.

Pasca berlakunya UU Nomor
5 tahun 2014 tentang ASN dan
PP 49/2018 tentang Mana-
gemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK),
pemerintah daerah dilarang
untuk merekrut tenaga kontrak/
honorer ataupun sejenisnya.

Ditambahkan Magrizan, dari
penjelasan Kepala BKPSDMD
Bangka saat pembahasan di
DPRD,

mulai tahun 2023 tenaga
kontrak/honorer di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten
Bangka akan ditiadakan, hal ini
mengacu UU 5/2014 dan PP
49/2018 yang hanya mengatur
PNS dan PPPK saja.

"Dengan aturan itu, siapa saja
berhak ikut tes P3K itu. Namun,
apakah honorer hasil rekrut-
men saat ini yang lebih diuta-
makan? Bagaimana dengan
nasib honorer yang sudah
bekerja 10 atau 20 tahun dan
mungkin tidak mempunyai
kemampuan computer/IT?
Apakah semua honorer sudah
mendapatkan informasi ten-
tang aturan itu?" tanyanya.

"Mau dikemanakan saudara-
saudara honorer kita yang tidak
masuk P3K nantinya," timpal
Magrizan.

Oleh karena itu, ia meminta
Pemkab Bangka segera meng-
hentikan dan evaluasi kebijakan
rekrutmen yang tersebar di
semua OPD, serta berkoor-
dinasi dengan DPRD yang

memiliki kewenangan di bidang
anggaran dan pengawasan.

"Untuk kedepan sebagai
saran apabila pemda memang
dirasa penting untuk merekrut
tenaga kontrak atau honorer
sebaiknya dilakukan secara
transparan dan objektif. Jangan
sampai muncul anggapan
bupati tidak mampu membuka
lapangan kerja bagi masyarakat,
sehingga solusinya hanya mela-
kukan rekrutmen honorer se-
cara serampangan dari golong-
annya tanpa mempertim-
bangkan efektivitas, efisiensi,
profesionalitas dan keadilan,"
tandas Magrizan.

Sementara, Bupati Bangka,
Mulkan, mengatakan kebijak-
an perekrutan tenaga kontrak
tersebut untuk membantu
masyarakat dalam memenuhi
perekonomiannya.

Disamping itu, perekrutan
dapat mengurangi jumlah peng-
angguran di Kabupaten Bangka.

"Jumlah pengangguran kita
berkurang, perekrutan ini juga
tidak sembarangan, kita pilih
yang memang memiliki
keahlian dan rata-rata sudah S1
semua kok," kelitnya. (mla/6)

dari percikan api kabel yang
korslet, api besar menyambar
dari arah belakang mobil. Wajar
saja, di bak belakang mobil
terdapat sejumlah jerigen berisi
solar yang hendak dibawa ke
Desa Air Gegas, Kabupaten
Bangka Selatan. Memang tidak
ada kerugian jiwa dalam
peristiwa ini, tapi pemilik mobil
mengalami kerugian materil
hingga puluhan juta rupiah.

Kabag Ops Polres Bangka
Tengah, AKP. Andi Purwanto
seizin Kapolres AKBP. Slamet
Ady Purnomo membenarkan
ada kebakaran satu unit mobil
jenis pickap warna hitam di jalan
samping perkuburan Desa

Pickap Bawa BBM Terbakar di Terentang, ......................
Terentang.

"Kejadian diduga membawa
BBM jenis solar di sebelah
perkuburan Desa Terentang
Kecamatan Koba, Kamis (5/12/
2019) pukul 05.30 WIB," ujar-
nya kepada wartawan, kemarin
siang.

Ia mengatakan, dari peng-
akuan sopir mobil, peristiwa itu
terjadi disaat mobil membawa
BBM jenis solar dari arah Kota
Pangkalpinang menuju daerah
Air Ketimbai, Kecamatan Air
Gegas, Bangka Selatan.

"Pada saat di jalan raya Desa
Terentang, muncul api dari arah
belakang mobil. Begitu sopir
melihat api dan mulai terbakar.

Awas! Penculik Berkeliaran di Bangka, ............................
di ruas jalan antara desa Malik dan
Pangkal Buluh. Saat itu korban
dihampiri dua orang  meng-
gunakan penutup wajah dan
mencoba membekap korban
dengan tisu yang diduga obat bius.

"Informasi mobil minibus
warna hitam dan turun dua
orang pakai cebo (penutup
wajah), keduanya  langsung
membekap wajah korban
dengan tisu, korban sempat
menggigit tangan pelaku dan
saat itu juga ada warga yang
melintas sehingga pelaku
kabur," ungkapnya.

Ia mengatakan, kejadian itu
telah dilaporkan ke pihak
kepolisian setempat.

Sementara itu,  Pihak
kepolisian Polres Kabupaten
Bangka Selatan (Basel), masih
menyelidiki kasus percobaan
penculikan terhadap siswi kelas
VIII SMP Negeri 2 Payung Desa

(14) Kelas VIII SMP N 2 Pa-
yung Desa Malik, dan korban
merupakan warga Desa Pang-
kal Buluh, Kecamatan Payung.

"Iya kejadian hari Selasa
kemarin tepatnya antara Desa
Malik dengan Pangkal Buluh,"
ujar Wendi Kades Desa Malik,
Kamis (5/12/2019).

Ia menuturkan, korban saat
itu usai melaksanakan ujian
sekolah dan hendak pulang ke
rumah Desa Pangkal Buluh,
korban tidak dijemput orang
tua karena seperti biasanya
korban memilih pulang berjalan
kaki.

"Karena sedang ujian jadi jam
sepuluh pagi sudah selesai, orang
tuanya tidak tau karena
biasanya pulang jam dua, jadi
korban ini pulang sendiri jalan
kaki," cerita Kades.

Ia mengungkapkan, kejadian
percobaan penculikan itu terjadi

Malik, Kecamatan Payung,
Bangka Selatan, Selasa (3/12/
3019).

"Iya benar ada kasus per-
cobaan penculikan terhadap siswi
SMP 2 Payung, kasus sedang
ditangani anggota kita Polsek
Payung," kata Kabag Ops Polres
Basel, Kompol Rusnoto seizin
Kapolres AKBP, S.Ferdinand
Suwarji, Kamis (5/12/2019).

Ia mengatakan, sejauh ini
pihak kepolisian masih mela-
kukan penyelidikan dengan
mengumpulkan informasi
dengan meminta keterangan
dari berbagai pihak atas kejadian
tersebut.

"Informasinya pelaku meng-
gunakan penutup wajah dan ini
memang sedikit menyulitkan,
tapi pihak kepolisian akan
bekerja semaksimal mungkin
untuk melidik keberadaan
pelaku," tukasnya. (raw/6)

bergantung hidup dengan
Pantai Matras, baik untuk
melaut atau potensi wisatanya.

"Kita harap nanti semua
kepentingan bisa berjalan
dengan baik. Memang sulit sih,
tapi kita jangan memicu terjadi
gesekan," tandasnya.

Ia juga meminta agar semua
pihak menjaga kondusifitas
daerah dan menahan diri dari
tindakan-tindakan yang memicu
terjadinya gesekan sesama warga.

"Sebelum ada win-win solusi,
kita jaga kondusifitas jangan
sampai tidak teguran sesama
warga. Kita harap semuanya
bisa berjalan baik dan tidak ada
yang dirugikan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan,
rencana masuknya KIP sempat
diwarnai aksi damai penolakan
di Kantor Kelurahan Matras,
Senin (4/11/2019). Sekitar 100
warga dari nelayan, ibu-ibu,

KIP Masuk Matras, Pemkab Bangka Pasrah?, ..................
pemuda dan elemen mas-
yarakat Kelurahan Matras
berunjukrasa membentangkan
spanduk penolakan terhadap
KIP di laut Matras. Selain itu,
meminta pihak Kelurahan
Matras tidak menyetujui apa-
bila KIP masuk.

Lurah Matras, Ridwan
didampingi Kapolsek Sungailiat
AKP Dedy Setiawan sempat
menemui warga. Namun dialog
diluar ruangan ini sempat mene-
mui jalan buntu dan me-
ningkatkan tensi warga. Dan
kericuhan terjadi setelah ada
beberapa oknum yang me-
nyusup menyatakan pro KIP.
Beberapa kali terlihat hampir
adu fisik antara beberapa orang
namun bisa dilerai.

Selain warga Matras, nelayan
Desa Air Hantu dan Bedukang
juga menolak penambangan
KIP di laut Matras. Mereka ikut

Selanjutnya mobil dibawa sopir
ke tempat yang aman, tepatnya
masuk di jalan samping
perkuburan Desa Terentang
Kecamatan Koba," ungkap
Ady.  Untuk identitas sopir,
menurutnya atas nama Rebon
warga Dusun Air Ketimbai, Desa
Air Bara Kecamatan Air Gegas.

"Dugaan awal sementara
penyebab kebakaran masih
dalam penyelidikan lebih lanjut.
Namun, diprediksi akibat dari
korsleting. Sampai saat ini kondisi
api sudah padam dan situasi
aman kondusif. Akibat kejadian
tersebut tidak mengakibatkan
korban jiwa hanya kerugian
materil," tukasnya. (ran/1)

mendukung penolakan seba-
gian besar warga Matras yang
telah mengadakan aksi meno-
lak. Penolakan itu disampaikan
dalam pertemuan di Pantai
Pulau Tiga Desa Deniang yang
dihadiri warga Kelurahan
Matras kontra KIP.

Kepada warga Matras, nela-
yan Air Hantu dan Bedukang
menyatakan akan mendukung
penuh aksi penolakan serta siap
turun aksi bila diperlukan.
Karena Matras dan Aik Hantu
satu perairan yang tidak bisa
dipisahkan, dan tidak ada batas.

Para nelayan menilai apabila
KIP masuk laut Matras, maka
imbas limbahnya akan masuk
pula ke Air Hantu ketika terbawa
arus. Sedangkan di kawasan Air
Hantu ratusan nelayan ber-
gantung hidup dari laut, sehingga
patut menolak adanya pe-
nambangan. (mla/1)

sesuai Standar Nasional
Indonesia (SNI) dijual di
pasaran.

Kabid Perlindungan Konsu-
men dan Kemetrologian, Riza
Aryani, mengungkapkan dari
14 target barang dan jasa yang
beredar, empat diantaranya
belum sesuai. Sedangkan dari 15
target pelaku usaha tertib niaga,
sudah mentaati aturan.

"Sepanjang tahun 2019, kami
melakukan pengawasan
terhadap produk yang beredar
dan juga tertib niaga, hasilnya
kami mengeluarkan 13 surat
teguran peringatan pertama dan
satu teguran peringatan kedua,
kepada pelaku usaha di Babel,"
katanya, dalam ekspose hasil
pengawasan Disperindag, Rabu
(5/12/2019).

Riza merinci, untuk barang
dan jasa, mereka melakukan
pemeriksaan dan pengawasan
terhadap 20 item, seperti
produk baja tulang beton sudah
sesuai SNI, untuk tabung baja
elpiji masih ditemukan tabung
baja yang tidak sesuai tabung
berlaku, tidak melakukan peng-
isian log book, menemukan
bahwa terkait ini masih ada
yang kadaluarsa namun masih
beredar.

"Ini harus diwaspadai kon-
sumen jangan beli tapi tidak tau
masa kadaluarsa, kami masih
dalam tahap pengawasan,
tabung harus di retur ulang,
pada kenyataan retur dilajukan
oleh pelaku usaha sendiri, tidak
memiliki standar oleh Perta-
mina, akan kami awasi ber-
lanjut," kata Riza.

Untuk ritel modern, juga
masih ditemukan produk yang
kadaluarsa namun tetap

Di Pangkalpinang, Banyak Pelaku Usaha Minol Ilegal, ...................................
didisplay oleh pemilik, serta
adanya produk seperti beras,
gula, minyak goreng kemasan
yang dijual melebihi HET.

"Produk makanan lokal ma-
sih ada yang belum cantumkan
masa kadaluarsa dan PIRT,
kewajiban ritel disamping siap-
kan tempat, mereka seharusnya
membina agar UMKM ini
paham,  bukan berarti nggak
diterima produknya," ulasnya.

Pihaknya, juga menemukan
ritel modern yang display dan
tata letak belum sesuai, peng-
gabungan produk pangan, non
pangan dan kadaluarsa, serta
masih ditemukan produk susu
yang rusak masih dijual.

Demikian juga untuk ritel
modern, dan semua pemilik
toko wajib menyediakan uang
receh untuk kembalian
belanjaan, namun di Babel hal
ini masih belum semuanya
tertib.

"Ada juga yang s isanya
dizakatkan ini bahasa kasir
dalam memberikan sisa untuk
di zakat belum dikomuni-
kasikan, kadang promosi ritel,
banyak ritel modern pem-
bulatan angka pencantuman
harga tidak ada, kadang
pembulatan yang tak sesuai,
termasuk di SPBU," bebernya.

Untuk mainan anak, wajib
ber-SNI, apalagi ditengah ma-
raknya produk impor, Dis-
perindag tetap melakukan
pengawasan terhadap mainan
anak ini.

"Secara umum mainan anak
yang beredar di Babel sudah
beredar memiliki SNI tapi tetap
pengawasan berkala," ujarnya.

Untuk MCB, hasih peng-
awasan masih ada produk

MCB yang tidak punya SNI,
dan Disperindag mengeluarkan
teguran secara tertulis dan tidak
tetulis.

Pakaian bayi, tambah Riza,
sesuai aturan Kemendag wajib
SNI dengan 10 item parameter,
secara umum ada yang SNI dan
banyak yang tidak SNI yabg
menjadi perhatian pemerintah
terutama di pasar umum, yang
di pasar moder sudah SNI.

Produk plastik rumah tangga,
sebutnya, secara umum plastik
sudah sesuai; untuk ban sepeda
motor, masih ada stok lama
yang beredar dan terkait masa
kadaluarsa.

"Ban punya masa kadaluarsa,
kadang pelaku usaha lengah,
dijual kembali ke pelanggan,"
ulasnya.

Yang paling mendasar, sebut
Riza adalah di bidang jasa,
pihaknya hanya mengawasi
rumah makan, sebenarnya
banyak yang harus diawasi,
misalnya  tersedia informasi
harga, apakah informasi harga
menggunakan mata uang
rupiah, sudah geemashk pajak
atau belum, dan lainnya.

"Pemilik jasa tidak boleh
gunakan mata uang asing, tidak
boleh menuliskan 25 K harus
jelas dengan nilai rupiah, ini
sesuai dengan Permendag no-
mor 35 tahun 2013," tegasnya.

Atas hal ini, sebut Riza banyak
pemilik jasa di Babel yang
belum mencantumkan daftar
harga dengan mata rupiah.

"Kami sudah memberikan
teguran lisan, edukasi kepada
pemilik jasa untuk merubah hal
ini, karena itu seharusnya tidak
boleh," terangnya.

Untuk pengawasan tertib

niaga, lanjut Riza, pihaknya juga
melakukan pengawasan ter-
hadap minuman beralkohol
(minol), pupuk bersubsidi, BBM
bersubsidi dan lainnya.

"Misalnya pada sub distri-
butor bahan pokok, masih
ditemukan perusahaan yang
belum memiliki legalitas
lengkap, belum melakukan
pencatatan administrasi, masih
ada label kemasan beras yang
belum mencantumkan tanggal
pengemasan, mutu kelas, dan
informasi lainnya," beber Riza.

Dalam melakukan peng-
awasan minuman beralkohol,
masih ada pelaku usaha belum
memiliki legalitas lengkap.

"Kita dapati masih banyak
para pedagang yang tidak punya
SKPLA tanpa surat izin, tidak
boleh dekat sekolah, Pangkal-
pinang punya perda untuk
diintensifkan lagi karena masih
banyak cafe yang tidak punya
izin jual minol, di Belitung kami
rekomendasikan untuk di-
evaluasi perda karena sudah
tahun 2008, sementara Per-
mendag terbaru 2014, ya sudah
kadaluarsa," jelasnya.

Dari hasil pengawasan ini, ia
berharap, agar pengusaha jasa
ritel modern, dan lainnya di
Babel bisa taat aturan, dan
pemerintah juga memberikan
perlindungan kepada konsu-
men, agar mendapatkan produk
yang sesuai dan tidak dirugikan.

"Kami sudah keluarkan surat
teguran, agar pemilik bisa
melakukan perubahan, sejauh
ini kami hanya edukasi agar
konsumen tidak dirugikan dan
juga pelaku usaha bisa berusaha
dengan benar," pungkasnya.
(nov/6)

Inginkan Saham di PT. Timah,
Gubernur Minta Dukungan

Wakil Ketua DPR RI
JAKARTA – Gubernur

Kepulauan Bangka Belitung,
Erzaldi Rosman, Kamis (5/12/
2019) siang, beraudiensi dengan
Wakil Ketua DPR RI, Dasco
Ahmad di Ruang Wakil Ketua
DPR RI, Jalan Gatot Subroto,
Jakarta Selatan.

Kepada Dasco Ahmad yang
juga didampingi Anggota DPR
RI, Habiburokhman, Gubernur
Erzaldi menyampaikan per-
masalahan komoditi timah di
Babel, khususnya berkenaan
dengan arus bawah di Bangka
Belitung, untuk adanya pe-
nyertaan saham dari Peme-
rintah Provinsi (Pemprov)
Bangka Belitung ke PT Timah.

“Berkenaan dengan itu, kami
minta dukungan dari Wakil
Ketua DPR RI, untuk bisa
disampaikan kedalam Rapat
Paripurna DPR RI, dan juga
nanti disampaikan ke Menteri
BUMN dan Menteri Ke-
uangan. Sekaligus kita juga
berharap adanya penambahan
royalti bagi hasil komoditi timah
kepada Pemerintah Daerah
Bangka Belitung,” ujar
Gubernur, dalam rilis Humas
Pemprov Babel, Rabu (5/12/
2019).

Selama ini, diungkapkan
Erzaldi, keberadaan PT Timah

yang ada di Bangka Belitung,
Pemerintah Daerah bukan
tidak mendapatkan hasil, tapi
hasilnya itu sangat kecil sekali,
baik dari segi royalti maupun
pendapatan pajak yang dibagi
kepada daerah.

“Dan ini, menjadi pertim-
bangan kami, mengingat seka-
rang biaya untuk pembangunan
kami di Bangka Belitung, kami
merasa sangat kecil sekali, se-
dang kontribusi Pemda Bangka
Belitung terhadap timah ini,
sejak dulu sangat besar. Jadi, kita
minta pertimbangan melalui
Wakil Ketua DPR RI ini, masa-
lah ini nantinya disampaikan
kepada Pemerintah Pusat,”

tegas Erzaldi.
Selain itu, ditambahkan

Gubernur juga menyampaikan
kepada Wakil ketua DPR RI
mengenai melemahnya nilai
jual komoditi Lada. Lada ini,
menurut Erzaldi, sangat spesifik
di Bangka Belitung, karena di
Bangka Belitung lebih banyak
menghasilkan Lada dibanding-
kan dengan Provinsi-provinsi
lain di Indonesia.

“Ini juga sangat mempe-
ngaruhi penurunan pertum-
buhan ekonomi masyarakat
kita. Maka kita berusaha bagai-
mana caranya Pemerintah
Pusat ikut membantu dalam
rangka peningkatan nilai
tambah pada harga jual pada
Petani Lada kita ini,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua
DPR RI Dasco Ahmad me-
nyambut baik apa yang men-
jadi aspirasi Bangka Belitung
melalui Gubernur Bangka
Belitung, Erzaldi Rosman.

“Aspirasi dari bapak Guber-
nur ini, tentu menjadi catatan
bagi saya dan rekan-rekan yang
lain di DPR RI untuk disam-
paikan ke Pemerintah Pusat,
terkhusus lembaga terkait yang
mengelolaan urusan tersebut,”
ucap janji Dasco.
(nov/hmsprov)

“Aspirasi dari
bapak Gubernur
ini, tentu menjadi
catatan bagi saya
dan rekan-rekan

yang lain di DPR RI
untuk disampaikan

ke Pemerintah
Pusat,...”

Pria Bertato Gantung Diri di Kantor Disdik
TANJUNGPANDAN -

Sesosok jenazah yang diduga
tewas gantung diri di halaman
parkir Kantor Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten
Belitung itu sudah berada di
kamar jenazah RSUD Marsidi
Judono.

Jenazah laki-laki itu diketahui
bernama Renol (34) warga
Pangkalpinang, Kelurahan
Semabung Baru, Kecamatan

Bukit Intan. Berdasarkan
identitas, korban berstatus
buruh harian.

"Dugaan sementara korban
ini gantung diri, kami masih
menunggu hasil visum dari
pihak rumah sakit," kata Kasat
Reskrim Polres Belitung AKP
Erwan Yudha Perkasa kepada
Rakyat Pos, Kamis (5/12/2019).

Ia mengatakan korban
pertama kali ditemukan oleh

Yusfian (38) penjaga malam
sekitar pukul 05.30 WIB
tergantung di parkir Kantor
Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan Kabupaten Belitung.

Awalnya Yusfian curiga
melihat motor Honda putih
yang parkir di depan kantor.

Akhirnya ia melakukan
pengecekan di sekeliling kantor
dan menemukam sesosok laki-
laki tergantung dengan seutas

ikat pinggang dan jaket.
Yusfian lalu mendatangi

Makodim 0414 Belitung yang
terletak di sebelah kantor Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

"Informasi itu diteruskan
kepada anggota Polres Belitung
dan Polsek Tanjungpandan.
Setelah dilakukan olah TKP,
jenazah dibawa ke RSUD untuk
divisum," papar Erwan.
(dod/6)

Pemuda Ditangkap Bawa Sabu

PANGKALPINANG -
Satuan Narkoba Polres Pang-
kalpinang mengamankan
seorang pemuda yang ke-
dapatan menyimpan sabu-sabu.

Erlan Dika (32) warga Selin-
dung, Gabek, Kota Pangkal-
pinang, diamankan Satres-

narkoba di kawasan Tua Tunu
berikut sabu seberat 0,21gram.

Hal tersebut diketahui, sete-
lah Kabag OPS Polres Pangkal-
pinang Kompol Jadiman Siho-
tang saat menggelar konferensi
pers, Kamis (5/12/2019)

Pengungkapan kasus ini
berawal dari informasi dari
warga yang menyebutkan
pelaku kerap menggunakan
narkoba di kawasan Tua Tunu.

"Mendapat informasi,
anggota Sat Narkoba langsung
menelusuri dan berhasil
mengamankan pelaku," ujar
Sihotang.

Selain mengamankan pelaku,
Polisi  juga mengamankan
barang bukti sabu, HP, kotak
rokok serta senjata tajam jenis
golok.

"Pada saat hendak di tangkap
dan di geledah, pelaku
menyimpan sabu di kantong
celana dan sabu disimpan dalam
kotak rokok," tutup Sihotang.

Terpisah, pelaku Erlan Dika
mengaku mengenal sabu-sabu
sejak satu tahun lalu.

"Sabu-sabu yang terkahir
saya beli seharga 200 ribu,
belum sempat digunakan ke-
buru ditangkap Polisi," terang

Erlan Dika, tertunduk lesu.
Dirinya mengaku tidak

mengenal orang yang sering
dihubunginya melalui nomor
HP.

"Setiap hendak transaksi tidak
bertemu langsung, akan tetapi
barang yang pesan di lempar di
suatu tempat yang telah kami
janjikan sebelumnya," ungkap
Erlan Dika.

Atas perbuatannya yang ber-
sangkutan diancaman hukum-
an, maksimal 20 tahun. Dengan
Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika,
Pasal 112, Pasal 114. (das/6)

"Pada saat hendak di
tangkap dan di geledah,
pelaku menyimpan sabu
di kantong celana dan
sabu disimpan dalam
kotak rokok,"


